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BAB 2
PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI
INDONESIA

1. Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan

Unsur yang sangat penting dalam sistem hukum adsiakronisasi
peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakatangrundang secara
konsisten diperlukan sinkronisasi peraturan-peastyserundang-undangan baik
secara horizontal maupun vertikal. Yang dimaksudigde sinkron dengan
ketentuan vertikal adalah peraturan perundang-wgatalyang diterbitkan tidak
bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggilai8gkan yang dimaksud
dengan horizontal adalah peraturan yang akan dkarb tidak bertabrakan
dengan peraturan perundang-undangan lain yangagadeé$alah satu faktor yang
menjadi pertimbangan sebelum melakukan kegiatarmn@@nan modal adalah
adanya transparansi dan kepastian hukum. Bagi cahwestor, adanya
transparansi dalam proses dan tata cara penanaotai akan menciptakan suatu
kepastian hukum serta menjadikan segala sesuat@ygdi mudah diperkirakan
(predictable) Sebaliknya, tidak adanya transparansi dan kepastukum akan
membingungkan calon investor yang sering kali mkitgdékan biaya yang cukup
mahal®® Transparansi dalam penanaman modal dapat diwujuditalam
sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bigengnaman modal.

Pada masa krisis ekonomi, peraturan perundang-gadayang dilahirkan
di Indonesia kadangkala tidak sinkron sehingga mbuolkan ketidakpastian
hukum?’

Pertama, substansi peraturan perundang-undanggraemgtindih. Pada
masa krisis ekonomi substansi peraturan perundadgagan tidak
mencerminkan adanya kepastian hukum karena beb@ejpsuran perundang-
undangan saling tumpang tindih sehingga membebawestor. Peraturan

* |da Bagus Rahmadi Supancaréerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung Di
IndonesiaBogor : Ghalia Indoensia, 2006, hal. 5.

*" Supariji,Penanaman Modal Asing Di Indonesia Insentif v. Patarkan,Jakarta : Universitas Al-
Azhar Indonesia, 2008, hal. 146.
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perundang-undangan yang tumpang tindih antara ¢tantohnya di sektor
pertambangan terjadi tumpang tindih antara Undamgag Nomor 11 Tahun
1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambatigagan Undang-undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Tumpanghtiimd terjadi, karena
sampai saat ini usaha pertambangan masih mengguhksidang-undang Nomor
11 Tahun 1967, padahal sudah ada Undang-undang mN8gholrahun 2004
tentang Pemerintah Daerah yang digunakan sebagar @apati mengeluarkan
kuasa pertambangan di wilayahnya dan pemerintasit pjuga mengeluarkan izin
prinsip untuk kontrak karya. Akibat dari peraturgang tumpang tindih ini,
menurut data yang dikeluarkan Fraser Institutej dagi kepastian hukum
pertambangan, posisi Indonesia ada di peringkab%edari 65 negara yang
memiliki sumber daya mineraf.

Tumpang tindih juga terjadi antara Undang-undangbio4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Peraturaeritéaim Nomor 41 Tahun
1996 tentang Pemilikan Rumah/Tempat Tinggal/Hurdbeh Orang asing yang
berkedudukan di Indonesia. Berdasarkan PP Nomofadiun 1996 disebutkan
investor asing diperbolehkan menguasai tanah daguo@n di Indonesia dengan
status hak pakai selama 25 tahun, bisa diperpangtahun dan bisa
diperpanjang 25 tahun atau dengan kata lain masgdieai yang diperbolehkan
adalah selama 70 tahun. Kedua peraturan ini dimi@nghambat investor
individual asing yang akan berinvestasi di Indoaekarena untuk memperoleh
hak atas tanah harus melalui prosedur yang temahit.

Kedua, pada waktu krisis ekonomi ada dualisme &kbi) penanaman
modal. Dualisme kebijakan penanaman modal ini derjgarena Indonesia
memberlakukan dua undang-undang dalam penanamaal m@itu Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanman ModiagAdan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman MaalahDNegeri. Dengan
adanya dua undnag-undang ini, investor asing bdgrgyan Indonesia telah
bersikap diskriminatif karena membedakan penanamasdal asing dan
penanaman modal dalam negeri. Investor asing béapgan Indonesia telah

bersikap diskriminatif karena membedakan penanamasdal asing dan

8 Kompas,Iklim Investasi Tambang Buruk : Banyak aturan Tumpaindih, Kompas, 3 Oltober
2007, Dalam Supariji, Ibid.
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penanaman modal dalam negeri. Namun setelah kghabmdang-undang
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mekalpeperlakuan yang
sama terhadap investor asing dan dalam negerak®arh sama bagi modal dalam
negeri dan modal asing merupakan asas pentingakebijnvestasi.

Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2@6iyebutkan
bahwa Pemerintah memberikan perlakuan yang samadéiepemua penanam
modal yang berasal dari negara manapun yang melakk&giatan penanaman
modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peratpeaundang-undangan.
Selanjutnya ayat (2) menyebutkan bahwa perlakueseliat tidak berlaku bagi
penanam modal dari suatu negara yang memperolehstiadewa berdasarkan
perjanjian dengan Indonesia. Ketentuan ini menykaoadengan prinsip yang
dianut oleh Trade Related Investment Measures-WK&entuan ini sesuai
dengan prinsip WTO the most favored nations’yaitu suatu ketentuan yang
diberlakukan oleh suatu negara harus diperlakuk#da gepada semua negara
anggota WTO. Ketentuan ini untuk menegakkan pritdgm Diskriminasi yang
dianut WTO. Prinsip perlakuan nasionakfional treatmentnon diskriminasi)
mengharuskan negara tuan rumah/penanam modal umiak membedakan
perlakuan antara penanam modal asing dan penanasal dalam negeri di
negara penerima tersebiit.

Ketiga, peraturan-peraturan daerah membebani mveSejak otonomi
daerah dilaksanakan pada 1 Januari 2001, telahbahbagai peraturan daerah.
Peraturan daerah ini semestinya dapat memacu pmshan ekonomi dan
meningkatkan pendapatan daerah, namun demikiantggadi justru sebaliknya,
peraturan daerah cenderung membuat masyarakaudanusaha dirugikan.

Salah satu kelemahan dalam penanaman modal dide@oadalah tidak
adanya konsistensi dalam kebijakan, pengaturanindplementasi investasi serta
adanya ketidakpastian dalam interpretasi dan img@feasi otonomi daerah,
sehingga mengakibatkan ketidaksinkronan dalam yamtpenanaman modal.
Pemahaman yang keliru mengenai otonomi daerahlgsrtiakjelasan pembagian
wewenang antara pusat dan daerah justru menimbhbigarcost economyisatu

pihak banyak bermunculan peraturan-peraturan dgpeatia) yang bermasalah di

%9 J. H. Jack|nternational Competition in Services: a Constitmial Framework\Washington DC
: American Institute for Public Policy Research9&%9hal. 27. Dalam Supariji, Ibid., hal 211.
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bidang pajak dan retribusi yang didorong oleh kigiag daerah untuk
meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), teidpirdpihak pemerintah pusat
tidak berhasil memberikan pedomaguidelines) yang menjadi panduan bagi
daerah untuk mencegah maraknya perda bermasalahyalBgya perda
bermasalah akan berpotensi mengurungkan minattasi¢dangsung.

Oleh sebab itu, dalam Instruksi Presiden Nomor Buha2007 Tentang
Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil DambBrdayaan Usaha
Mikro, Kecil Dan Menengah disebutkan bahwa untukiHe mempercepat
pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usah@,nki&cil dan menengah
guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, sktragai kelanjutan
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Ple&btjakan Perbaikan Iklim
Investasi, Presiden menginstruksikan untuk mengandngkah kebijakan
diantaranya memperkuat kelembagaan pelayanan @&svestan sinkronisasi
peraturan pusat dan peraturan daerah dengan malakpdogram peninjauan
terhadap peraturan daerah yang menghambat investasi

Keempat, kevakuman kebijakan. Kondisi ini terjadrdna tidak ada suatu
kebijakan yang sifatnya menyeluruh dan jelas untugnarik investasi asing
sehingga dimanfaatkan oleh para birokrat kelas ngate dan bawah untuk
memformulasikan kebijakan-kebijakan yang lebih neeminkan kepentingan
jangka pendek di departemen masing-maSingPraktek semacam ini
menunjukkan tidak adanya kepastian hukum di Indankarena memberikan
peluang kepada pejabat untuk membuat kebijakaratpedoman dan landasan
hukum yang kuat.

Upaya-upaya yang dibangun untuk menarik investasnabnesia tidak
diikuti dengan jaminan kepastian hukum bagi kegiatavestasi. Persoalan ini
mengakibatkan para investor tidak berminat untuknanamkan modalnya di

Indonesi&®’ Beberapa ekonom masih sepakat bahwa pemberiantifnfiskal

% Bisnis IndonesiaGangguan Investasi Migas, 14 Perda Dibatalk@rMei 2008. Dalam Supariji,
Ibid, hal, 151.

®. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya pehsman industri yang menutup atau
memindahkan usahanya ke negara lain, seperti \fietten Republik Rakyat Cina. Bahkan ada
kecenderungan pula mereka yang sudah melakukanstasie sejak lama di Indonesia
meninggalkan Indonesia dan memindahkan investasiay@egara lain. Ridwan Khairandiim
Investasi dan Jaminan Kepastian Hukum Dalam EranOmoi Daerah Jurnal Hukum Republica,
Vol 5, No.2, 2006, hal. 148. Dalam Camelia Malip,@t., hal 15.
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dapat dijadikan salah satu alternatif untuk mendgrcembali tumbuhnya sektor
industri. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintahkdn telah mengeluarkan
paket insentif pajak yang dinilai cukup progresMelalui hal tersebut,
pertumbuhan investasi diharapkan dapat terdofoiMplalui berbagai kebijakan
insentif pajak, disatu sisi memang dapat memberikarapan kepada para
investor sehingga mereka bersedia menanamkan nyaddgi di Indonesia.
Namun disisi lain fasilitas dan kemudahan sebersarbykanlah aspek yang
terlalu dibutuhkan investor saat ini. Sebaliknyapdstian hukum, terutama pada
tingkat pelaksanaan, merupakan aspek yang palingnpé® Sistem hukum itu
harus mampu menciptakan kepastignedictability) stabilitas $tability), dan
keadilan untuk dapat berperan dalam pembangunanosko Hukum bisa
mendorong datangnya modal asing bila dapat mekept&epastian, stabilitas
dan keadilan. Sistem hukum ini menjadi semakin ipgnlalam era globalisasi
dimana berlaku mekanisme pasar. Pembahasan temidggan hukum dengan
investasi adalah bagaimana menciptakan hukum yaagpm memulihkan
kepercayaan investor asing untuk menanamkan maadiripdonesia’

Dinamika penanaman ~modal mempengaruhi tinggi remgah
pertumbuhan ekonomi dan mencerminkan marak lespeg@bangunan nasional.
Dalam upaya menumbuhkan perekonomian nasionahpséiegara senantiasa
berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairapkaanaman modal. Untuk
merangsang penanaman modal di Indonesia, pemermeatberikan kemudahan-
kemudahan dan perlindungan hukum, baik perlindursgaara langsung maupun
perlindungan secara tidak langsung kepada para likemiodal dimaksud.
Pemerintah akan menciptakan iklim penanaman maal perdaya saing global,
dengan melakukan kegiatan-kegiatan pokok yang nkepc®

1. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan di goigananaman
modal;

2. Penyederhanaan prosedur pelayanan penanaman modal;

3. Pemberian insentif penanaman modal yang lebih nienar

%2 Nugroho PratomdPertumbuhan Ekonomi 2007 Masih Sangat Berganturmpéi@ Pemerintah,
L\éledia Indonesia, Jumat 9 November 2007, hal. 2la&amelia Malik, ibid.

Ibid.
% Republika,Bank Dunia : Pengusaha Perlu Kepastian Hukuii, November 2005. Media
IndonesiaStabilitas Jadi Kunci Tarik Investo25 september 2006.
% peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 @05 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, Bab uti, B, Perbaikan Iklim Investasi.

Universitas Indonesia

Peraturan daerah..., Sulastry Masnita, FH Ul, 2010



27

4. Konsolidasi perencanaan penanaman modal di pusatataabh;

5. Pemantauan dan evaluasi, serta pengawasan pelaRsg@ganaman

modal, baik asing maupun dalam negeri;

Pengembangan sistem informasi penanaman modal gausataerah;

Penguatan kelembagaan penanama modal baik di tipgkat maupun di

tingkat daerah; serta

8. Melakukan kajian kebijakan penanaman modal baikrdamaupun luar
negeri.

N o

Salah satu bentuk penyempurnaan perundang-undardibidang
penanaman modal adalah lahirnya Undnag-undang Nathdahun 2007 tentang
Penanaman Modal. Setelah Undang-undang Nomor 2%inT@007 Tentang
Penanaman Modal lahir, perlu dilakukan sinkronispsraturan perundang-
undangan untuk memberikan kepastian hukum dalamn@eman modal. Pertama,
peraturan perundang-undangan yang harus dicabut.isaliyia, Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikdm®adalam Perusahaan
Yang didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Addegaturan Pemerintah ini
perlu dicabut, karena dalam Undang-undang NomorT@bun 2007 Tentang
Penanaman Modal tidak mengharuskan adanya divestdmm. Sedangkan,
menurut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996Garmman modal asing
diharuskan melakukan divestasi saham. Kemudian tispn Presiden Nomor 29
Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Medlal, dicabut. Karena,
dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentangraeman Modal akan
dibentuk Peraturan Presiden tentang Penyelenggdtetayanan Terpadu satu
Pintu. Berkaitan dengan pelaksanaan investasi @ratiadan pembentukan
pelayanan terpadu satu pintu, perlu segera dilakugembaruan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagiarsadr Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi éameRntah Kabupaten/Kota.

Kedua, peraturan perundang-undangan yang harus esgian.
Misalnya dalam pasal 37 ayat 1 Undang-undang NdbBofahun 2007 tentang
Penanaman Modal menyebutkan bahwa, semua ketep&raturan perundang-
undangan yang merupakan peraturan pelaksanaat/ddaing-undang nomor 1
Tahun 1967 tentang Penanaman Modal asing, sebagaitalah diubah dengan
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubal@aam Tambahan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanavitatal Asing dan
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Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penandodal Dalam Negeri
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Ni&Zribahun 1970 tentang
Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tal@8 tentang
Penanaman Modal Dalam Negeri, dinyatakan tetapakerisepanjang tidak
bertentangan dan belum diatur dengan peraturankgaglaan yang baru.
Berdasarkan ketentuan ini, perlu segera dilakukesritarisasi dan kompilasi
peraturan-peraturan yang masih berlaku dan perjeraedilakukan evaluasi
peraturan tersebut, apakah masih sesuai atau®fidak.

Ketiga, peraturan perundang-undangan baru yangridikae. Dalam
rangka menindaklanjuti Undang-undang Nomor 25 Ta007 Tentang
Penanaman Modal, perlu segera disusun beberapanerperundang-undangan
yang diperlukan. Misalnya dengan adanya Peraturamtéi Dalam Negeri
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Td#a Kerja Unit
Pelayanan Perizinan Terpadu di Daefamaka pemerintah perlu melakukan
harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Perundadgagan terkait dengan
pelayanan terpadu satu pintu yang akan diatur d&earaturan Presiden tentang
pelayanan terpadu satu pintu sebagai tindak ldPgsial 26 ayat (3) UU No.25
Tahun 20072 karena apabila tidak maka hal ini dapat pula menlkan
tumpang tindih peraturan dan kebingungan di daensmgenai kewenangan
pelayanan perizinan yang dikeluarkan sehinggadiekgtidakpastian hukum.

Keberhasilan penciptaan iklim investasi yanfavourable’ sangat
tergantung pada tiga faktor determinan yaitu :

Pertama faktor institusional dan kebijakan. Langkah pera yang
dilakukan oleh seorang investor jika ingin menanamknodal di suatu negara

¢ Supariji, op.cit., hal. 296.

67 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2@@8=but diterbitkan sebagai amanat dari
Pasal 47 PP No. 41 Tahun 2007, dimana dalam kaasidga disebutkan, “bahwa dalam rangka
pelaksanaan pasal 47 Peraturan Pemerintah Nom®akun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah, maka perlu menetapkan Pedoman Organisasia@kerja Unit Pelayanan Perizinan
Terpadu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri”.

® Indonesia (c), op.citPasal 26 Ayat (3). Karena Peraturan Presiden imidad saat ini belum
terbit, maka substansi yang akan diatur haruslamyesiaikan bahkan menguatkan dan
mendukung ketentuan pelayanan terpadu satu piniy tgdah dilaksanakan oleh berbagai daerah .
% A. F. Elly Erawati, Meningkatkan Investasi Asing di Negara-negara Beti@ng : Kajian
Terhadap Fungsi dan Peran Dari “The MultilateralMestment Guarantee Agencyusat Studi
Hukum Fakultas Hukum Unpar Bandung, 1989, Seridlian dan Gagasan No.10. Dalam Sentosa
Sembiring, op.cit., hal 102.
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khususnya negara berkembang haruslah mempelagaiasenci tentang negara
tersebut, antara lain stabilitas politiknya, kekdja ekonomi terutama terhadap
investor asing.Kedug faktor infrastruktur. Dalam hal ini yang dipertkan
adalah tersedianya fasilitas fisik termasuk jamng#&ansportasi, listrik,
telekomunikasi dan air bersilketiga faktor hukum dan perundang-undangan.
Dalam aspek nasional artinya ketentuan hukum yangstantif dapat
mempengaruhi minat investor asing dalam menanamkadalnya. Aspek
internasional artinya kaidah-kaidah hukum interoaai pun dapat mempengaruhi
minat investor asing untuk menanamkan modalnya.

Arah kebijakan penanaman modal dalam negeri yaran aklakukan
untuk terciptanya iklim penanaman modal yang selhabhasa-masa mendatang
adalah

a. Mengurangi biaya ekonomi tinggi pada tiap-tiap pEra penanaman
modal.

b. Memperbaiki kebijakan penanaman modal, merumuskstens insentif
dalam kebijakan penanaman modal serta reformasentegaan
penanaman modal.

c. Memperbaiki harmonisasi peraturan perundang-undaaggara pusat dan
daerah terutama di dalam pengembangan dan opeabsésn usaha di
daerah-daerah dengan mengedepankan prinsip kepadtigkum,

deregulasi (simplifikasi), dan efisiensi dalam ialan waktu pengurusan.

2. Aparatur Hukum Yang Efidien dan Efektif

Unsur dari sistem hukum yang turut menentukanigncya kepastian
hukum adalah aparatur hukum. Aparatur sebagai badai sistem hukum
meliputi institusi-institusi judikatif, legislatifdan eksekutif.

Pertama, peranan legislatif. Sejak era reformasahtterjadi pergeseran
kekuasaan. Pada masa orde baru, eksekutif lebilndamsedangkan pada masa
reformasi, legislative lebih dominan. Pergeserarkuksaan mempengaruhi
kebijakan-kebijakan investasi. Pada era reformasianan politik DPR sebagai

lembaga perwakilan rakyat yang antara lain melakugangawasan terhadap

0 Lihat RPIJMN 2004-2009, Bab 17, butir &ah Kebijakan
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pemerintah semakin tajam. Misalnya DPR-RI memberik@aksi yang cukup
keras ketika pemerintah mengeluarkan KeputusanideresNomor 29 Tahun
2004. Pada suatu rapat kerja di DPR, Komisi V DPé&nimta pemerintah untuk
segera menerbitkan Peraturan Pemerintah untuk mg@seperan pemerintah
daerah dalam bidang penanaman modal. DPR-RI besmpgad pembagian
kewenangan dalam investasi sebaiknya diatur dakemratitan Pemerintah bukan
Keputusan Presidefl. Sejak era reformasi DPR telah melahirkan berbagai
undang-undang. Produk Undang-undang yang dilahirkdPR adakalanya
membawa dampak negative terhadap iklim investasidadg-undang yang
dilahirkan tersebut tidak dapat menciptakan stgbilikarena tidak dapat
menyeimbangkan kepentingan yang saling bersaimgadiyarakat. Hal ini dapat
dilihat dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003aegtKetenagakerjaan, yang
menimbulkan konflik antar buruh dan pengusaha.

Dalam rangka memperbaiki iklim investasi, MPR telatengeluarkan
Ketetapan MPR No. X/MPR/2001 tentang Laporan Pela&an Putusan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh bgmlinggi Negara pada
Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Ri&plizlonesia. Dalam
Ketetapan MPR tersebut, MPR menugaskan kepada peafeuntuk mengambil
kebijakan khusus berupa insentif yang memadai umeikarik investasi langsung
baik dari dalam maupun luar negeri, melakukan ddasg terhadap peraturan
perundang-undangan yang ada baik di pusat maupundadirah guna
menghilangkan hambatan-hambatan investasi, mertkegkakoordinasi antara
instansi terkait melalui sistem satu atao guna nuikan pelayanan terhadap
investor dan meningkatkan frekuensi promosi untuknanik investor ke
Indonesia.

Kedua, peran eksekutif. Hal yang paling menghanmbagstasi dari sisi
lembaga eksekutif adalah perebutan kewewenangaamdalenyelenggaraan
penanaman modal, terutama berkaitan dengan peggaleran otonomi daerah.

Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 25 Tahun720@ntang
Penanaman Modal membuat pengaturan yang berkatagad penyelenggaraan

urusan penanaman modal, khususnya yang menyangkah pemerintah pusat

"L Suparii, op.cit., hal 152.
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dan pemerintah daerah dengan sistem pembagianetaelpgasian wewenang.
Melalui pengaturan ini tentunya diharapkan dapanberikan arah dan kejelasan
yang lebih terinci dan transparan, sehingga pamstor dapat memiliki kepastian
tentang ketentuan-ketentuan penyelenggaraan urugananaman modal

diantaranya yang berkenaan dengan tata cara peaamaodal.

Aparatur pelaksana undang-undang seharusnya memippeyan yang
sangat besar dalam rangka menciptakan iklim yangg y&ondusif demi
terciptanya kepastian hukum dalam penyelengaraaeanor penanaman modal
sebagaimana yang diharapkan oleh Undang-undang&eaaa Modal.
Pemerintah pusat dan daerah sebagai aparatur getaksukum penanaman
modal mempunyai peran dan wewenang dalam penyebBaigaurusan
penanaman modal. Hal tersebut diatur secara tegiasndPasal 30 Undang-
Undang Penanaman Modal.

Undang-undang Penanaman Modal menentukan, Peatedatam hal ini
baik pemerintah pusat maupun daerah menjamin kepastan keamanan
berusaha bagi pelaksanaan penanaman mMo@#rdasarkan ketentuan tersebut
dapat dikemukakan bahwa pemerintah, baik pusat nmag@erah, merupakan
penyelenggara urusan kegiatan penanaman modal rdeigjam pembagian dan
pendelegasian wewenang antara pemerintah pusgedagrintah daerah.

Sebagai tindak lanjut pengaturan mengenai pembagiausan
pemerintahan, termasuk di bidang penanaman modedhl panggal 9 Juli 2007
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan PemerintaimoN 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara PésherPemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ndal&zambaran Negara
Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran féegjzd 7"

2 Indonesia (c)op. cit., pasal 30 ayat (1).

3 Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentPasal 14 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DaerahPdaal 30 ayat (9) Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Reddesrlakunya Peraturan Pemerintah ini,

maka Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ngniéewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lemb¥egara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indaridsmor 3952) dan semua peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan pembagiman pemerintahan dinyatakan tidak

berlaku. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa uruggemerintahan terdiri atas urusan

pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangagripéh dan urusan pemerintahan yang
dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunawrrpgahan.Pembagian urusan pemerintahan
didasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitaan afisiensi dengan memperhatikan keserasian
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Dimana dalam Peraturan Pemerintah tersebut jugturdigembagian
kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Daerahngirodan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota, dan keterkaitan ketiganytakumelaksanakan urusan
penanaman modal. Hal ini termuat dalam LampiraruthBr (halaman 442-457)
yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisatidarPeraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007 dimaksud.

Pembagian kewenangan antara pemerintah pusateataeriptah daerah
dalam penyelengaraan urusan penanaman modal dinrdédam bagian berikut.

*  Wewenang Pemerintah Pusat Dalam Kegiatan Penanamavodal

Wewenang pemerintah pusat meliputi penyelengggraaanaman modal
yang ruang lingkupnya lintas provinsi menjatiDi samping itu, yang juga
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam urussan@@an modal adalah
sebagai beriku
a. penanaman modal terkait denan sumber daya alam tdal terbarukan

dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yangdin

b. penanaman modal pada bidang industri yang merugakantas tinggi pada
skala nasional;

c. penanaman modal yang terkait pada fungsi pemedsatipenghubung antar
wilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi;

d. penanaman modal yang terkait pada pelaksanaaregtrpértahanan dan
keamanan nasional;

e. penanaman modal asing dan penanam modal yang meiggumodal asing,
yang berasal dari pemerintah negara lain, yangsditan perjanjian yang
dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negaradaim;

f. bidang penanaman modal lain yang menjadi urusanefaah menurut

undang-undang.

hubungan antar tingkatan dan/atau susunan penfamteéPemerintahan daerah provinsi dan
pemerintahan daerah Kabupaten/Kota mengatur dangunen urusan pemerintahan yang
didasarkan kriteria pembagian urusan pemerintatseny ynenjadi kewenangannya. “Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintébeerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota,” <http://digilib.ampl.or.id/detail/detail.php?kode-

=243&row=0&tp=perundangan&ktg=pp&kd_links diakses 2 November 2009.

" Indonesia (c)pp. cit., pasal 30 ayat (4).

" bid., pasal 30 ayat (7).
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Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman nyaae menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksidsgdiPemerintah Pusat
dapat menyelenggarakannya sendiri, melimpahkan®pmada gubernur selaku
wakil Pemerintah, atau menugasi pemerintah kabopat®/® Sebagaimana
sudah dikemukakan di depan, sebagai tindak langng@turan mengenai
pembagian urusan pemerintahan, termasuk di bidaeganaman modal,
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan PemerintaimoN 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara PéaherPemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau. Kota

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur weweRa&ngerintah Pusat
dalam urusan penanaman modal. Adapun wewenan@@&aerintah pusat dalam
bidang penanaman modal adalah sebagai béfikut.

a. Dalam hal kebijakan penanaman modal, pemerintaftguesrwenang untuk
hal-hal sebagai berikut.

1) Penetapan kebijakan pengembangan penanaman maoidaesia dalam
bentuk rencana strategis nasional berdasarkan gmogyembangunan
nasional.

2) Penetapan pedoman, pembinaan, dan pengawasan agerhad
penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan penggambg@enanaman
modal skala nasional.

3) Koordinasi, penetapan dan pelaksanaan kebijakaonasdi bidang
penanaman modal meliputi bidang usaha yang tert8igdang usaha yang
terbuka dengan persyaratan tertentu, Bidang usamg mendapat
prioritas tinggi dalam skala nasional sesuai peaatuperundang-
undangan, Pemetaan investasi Indonesia, potensibesudaya nasional
termasuk pengusaha kecil, menengah dan besar.panefemberian

insentif fiskal dan non fiskal.

" Ibid., pasal 30 ayat (8). Ketentuan dalam pasal 30 aygptU@ Penanaman Modal ini
menunjukkan adanya pendelegasian wewenang darirpgatepusat kepada pemerintah daerah
dalam penyelenggaraan urusan penananaman modal.

" Indonesia (e)Peraturan Pemerintah Pembagian Urusan Pemerintahatara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerab#paten/KotaPP No. 38 Tahun 2007,
LN No. 82 Tahun 2007, TLN No. 3747. Lampiran PPNRIL. 38 Tahun 2007, tanggal 9 Juli 2007,
huruf P (halaman 442-457).
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4) Pengkajian dan penetapan kebijakan serta perungzhagan di bidang
penanaman modal.
b. Dalam hal kerja sama penanaman modal, pemerintaat pperwenang
menangani hal-hal sebagai berikut.
1) Pengkajian dan penetapan kebijakan, koordinasi g@a&taksanaan
kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanandel.mo
2) Pengkajian dan penetapan kebijakan, koordinasi g@&haksanaan
kerjasama internasional di bidang penanaman modal.
c. Dalam hal promosi penanaman modal.
1) Pengkajian dan penetapan kebijakan teknis pelaksan@gemberian
bimbingan dan pembinaan dalam promosi penanamaalmod
2) Koordinasi dan pelaksanaan promosi penanaman nizadkl di dalam
negeri maupun keluar negeri.

3) Koordinasi, pengkajian, dan penetapan materi proskada nasional.

d. Dalam pelayanan penanaman modal.
1) Pengkajian dan penetapan pedoman tata cara petagananaman modal
skala nasional.
2) Dalam hal persetujuan penanaman modal.
a) Pemberian persetujuan penanaman modal asing meigabentukan
perusahaan baru, perluasan, dan perubahan statjednfeMA.
b) Pemberian persetujuan penanaman modal dalam negegistrategis
(merupakan prioritas tinggi dalam skala nasional).
c) Pemberian persetujuan penanaman modal dalam nggegi bersifat
lintas provinsi (skala nasional).
3) Pemberian izin usaha yang diperlukan untuk kegigemanaman modal
baik nasional maupun asing yang menjadi kewenapgarerintah.
4) Penetapan pedoman pengaturan kantor perwakilasgieaan asing.
5) Pemberian persetujuan fasilitas fiskal nasionagi s&luruh penanaman

modal.

e. Dalam pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
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1) Pengkajian dan penetapd&ebijakan teknis pengendalian pelaksanaan
penanaman modal skala nasional.

2) Pelaksanaan pemantauan, bimbingan dan pengawaskksgmaan
penanaman modal berkoordinasi dengan instansi peran modal
provinsi/instansi penanaman modal kabupaten/kota.

f. Dalam pengelolaan data dan sistem informasi penamanodal.

1) Pengkajian dan penetapapedoman tata cara pembangunan dan
pengembangan sistem informasi penanaman modal isksilanal.

2) Pembangunan dan pengembangan sistem informasi gseaanmodal
yang terintegrasi dengan sistem informasi penanamadal instansi
penanaman modal provinsi dan instansi penanamaalrkadupaten/kota.

3) Koordinasi pengumpulan dan pengolahan data peusetujian realisasi
proyek penanaman modal dalam negeri dan penanamdal msing skala
nasional.

4) Pemutakhiran data dan informasi penanaman modkl skaional.

5) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraansinpenmanaman
modal provinsi dan kabupaten/kota di bidang sist&ormasi penanaman
modal.

g. Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanarodal.

1) Koordinasi pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan g@erencanaan
pengembangan perjanjian kerjasama internasionbidding penanaman
modal baik kerjasama bilateral, sub regional, cegi dan multilateral,
promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengemdge&aksanan dan
sistem informasi penanaman modal skala nasionaladeepaparatur
pemerintah dan dunia usaha.

2) Koordinasi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatigmanaman modal
skala nasional.

*  Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Kegiatan Penanamaviodal
Pemerintah daerah berwenang menyelenggarakan urpsaanaman
modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusaygbenggaraan penanaman

modal yang menjadi urusan Pemerintah P(fsBemerintah daerah yg dimaksud

8 Indonesia (b)pp. cit., pasal 30 ayat (2).
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disini adalah Pemerintah Daerah Provinsi dan PenaériDaerah Kabupaten atau
Kota.

Adapun penyelenggaraan urusan pemerintahan di dpigg@manaman
modal yang merupakan urusan wajib pemerintah dadicdsarkan pada kriteria
eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pela#aa kegiatan penanaman
modal’®

Undang-undang Penanaman Modal juga menentukan,eleaggaraan
penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabuapatau kota menjadi
urusan pemerintah provindi. Sedangkan penyelenggaraan penanaman modal
yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupatan kota menjadi urusan
pemerintah kabupaten/kdta. Di  samping itu, pemerintah daerah juga
menyelenggarakan urusan penanaman modal yang gadéten oleh pemerintah
pusat?® Adanya ketentuan tersebut menunjukkan bahwa di siat pelayanan
penanaman modal dilakukan dalam satu sistem pedaysarpadu, tetapi di sisi
lain ada hal-hal tertentu diserahkan kepada instensait dan atau Pemerintah
Daerah.

Adapun wewenang dari pemerintah daerah provinsi kddoupaten atau
kota dalam bidang penanaman modal berdasarkan PB8NBahun 2007 adalah
sebagai berikut®

A ‘*A?:m".J':.;;-‘;vA'ﬂﬁ-:Id"" AHAN DAERAH
AH PROVINSI | ATEN ATAU KOTA
1. Kebijakan 1. Penetapan kebijakan 1. Penetapan kebijakan
Penanaman pengembangan pengembangan penanaman
Modal penanaman modal daeral modal daerah kabupaten/kotga
provinsi dalam bentuk dalam bentuk rencana
rencana strategis daerah| strategis daerah berdasarkan
berdasarkan program program pembangunan daerah
pembangunan daerah, kabupaten/kota, berkoordinasi
berkoordinasi dengan dengan provinsi.
pemerintah., 2. Penetapan pedoman,
2. Penetapan pedoman pembinaan, dan pengawasan
pembinaan, dan terhadap penyelenggaraan
pengawasan terhadap kebijakan dan perencanaan

bid., pasal 30 ayat (3).

8 |bid., pasal 30 ayat (5).

8 |bid., pasal 30 ayat (6).

8 bid., pasal 30 ayat (8).

8 Indonesia (e)op. cit., Lampiran PP RI No. 38 Tahun 2007, tanggal 9 Jub72Churuf P
(halaman 442-457).
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SUB BIDANG

PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN ATAU KOTA

penyelenggaraan
kebijakan dan
perencanaan
pengembangan
penanaman modal skala
provinsi, berkoordinasi
dengan pemerintah.

Koordinasi, penetapan dg
pelaksanaan kebijakan
daerah provinsi di bidang
penanaman modal
meliputi:

a. Penyampaian usulan
bidang-bidang usaha
yang perlu
dipertimbangkan
tertutup.

b. Penyampaian usulan
bidang-bidang usaha
yang perlu
dipertimbangkan
terbuka dengan
persyaratan tertentu.

c. Penyampaian usulan
bidang-bidang usaha
yang perlu
dipertimbangkan
mendapat prioritas
tinggi dalam skala
provinsi sesuai
peraturan perundang-
undangan.

d. Pemetaan investasi
daerah provinsi dan
potensi sumber daya
daerah terdiri dari
sumber daya alam,
kelembagaan dan
sumber daya manusia
termasuk pengusaha
kecil, menengah, dan
besar berdasarkan
masukan dari daerah
kabupaten/kota.

e. Usulan dan pemberian

pengembangan penanaman
modal skala kabupaten/kota,
berkoordinasi dengan
provinsi.

3. Koordinasi, penetapan dan
pelaksanaan kebijakan daerah
kabupaten/kota di bidang
penanaman modal meliputi:
a. Penyampaian usulan bida

bidang usaha yang perlu
dipertimbangkan tertutup|.
b.Penyampaian usulan
bidang-bidang usaha yang
perlu dipertimbangkan
terbuka dengan
persyaratan tertentu.

-

g

c.Penyampaian usulan
bidang-bidang usaha yang
perlu dipertimbangkan
mendapat prioritas tinggi
di kabupaten/kota sesual
dengan peraturan
perundang-undangan.

d.Pemetaan investasi daergh
kabupaten/kota dan
identifikasi potensi
sumber daya daerah
kabupaten/kota terdiri dari
sumber daya alam,
kelembagaan dan sumbe
daya manusia termasuk
pengusaha kecil,
menengah, dan besar.

=

e.Usulan dan pemberian
insentif penanaman moda
di luar fiskal dan non
fiskal nasional yang
menjadi kewenangan
kabupaten/kota.

—

4.Penetapan peraturan daeral
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SUB BIDANG

PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN ATAU KOTA

insentif penanaman
modal di luar fiskal dan
non fiskal nasional yang
menjadi kewenangan

tentang penanaman modal d

kabupaten/kota dengan
berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.

At

provinsi.

4. Penetapan peraturan daera

tentang penanaman moda
di provinsi dengan
berpedoman pada
peraturan perundang-
undangan.

2. Kerjasama 1. Dukungan pelaksanaan Dukungan pelaksanaan da
Penanaman dan pengajuan usulan pengajuan usulan materi
Modal materi serta fasilitasi serta fasilitasi kerjasama

kerjasama dunia usaha d dunia usaha di bidang
bidang penanaman moda penanaman modal di tingkea
di tingkat provinsi. kabupaten/kota.

2. Dukungan pelaksanaan Dukungan pelaksanaan da
dan pengajuan usulan pengajuan usulan materi
materi serta fasilitasi serta fasilitasi kerjasama
kerjasama internasional d internasional di bidang
bidang penanaman moda penanaman modal di tingka
di tingkat provinsi. kabupaten/kota.

3. Promosi 1. Pengkajian dan penetapan Pengkajian dan penetapan
Penanaman kebijakan teknis kebijakanteknis pelaksanaa
Modal pelaksanaan pemberian pemberian bimbingan dan

bimbingan dan pembinaar pembinaan dalampromosi
dalampromosi penanamar penanaman modal di tingkat
modal di tingkat provinsi. kabupaten/kota.

2. Koordinasi dan pelaksanag
promosi penanaman modi Pelaksanaan promosi
daerah provinsi baik di penanaman modal daerah
dalam negeri maupun kabupaten/kota baik di dala
keluar negeri yang negeri maupun keluar neger
melibatkan lebih dari satu
kabupaten/kota.

3. Koordinasi, pengkajian, da

penetapan materi promos

Koordinasi, pengkajian, dan
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PEMERINTAHAN

PEMERINTAHAN DAERAH

S LSRN E DAERAH PROVINSI KABUPATEN ATAU KOTA
skala provinsi penetapan materi promosi
skala kabupaten/kota.
4. Pelayanan 1. Pengkajian dan penetapan| 1. Pengkajian dan penetapan
Penanaman pedoman tata cara pedoman tata cara pelayan:
Modal pelayanan penanaman penanaman modal skala

modal skala provinsi.

2. Pemberian persetujuan
penanaman modal dalam
negeri yang bersifat lintas
kabupaten/kota (skala
provinsi).

3. Pemberian izin usaha yang
diperlukan untuk kegiatan
penanaman modal nasion
dan izin pelaksanaan untu
penanaman modal asing
yang bersifat lintas
kabupaten/kota yang
menjadi kewenangan
provinsi.

4. Pelaksanaan pedoman
pengaturan kantor perwakila
perusahaan asing tingkat

provinsi.

5. Pemberian persetujuan
insentif fiskal dan non
fiskal provinsi penanaman
modal yang menjadi
kewenangan provinsi.

kabupaten/kota.

2. Pemberian persetujuan
penanaman modal dalam
negeri yang menjadi
kewenangan kabupaten/kot
(skala kabupaten/kota).

3. Pemberian izin usaha yang
diperlukan untuk kegiatan
penanaman modal nasional
dan izin pelaksanaan untuk
penanaman modal asing
yang menjadi kewenangan
kabupaten/kota.

4. Pelaksanaan pedoman
pengaturan kantor
perwakilan perusahaan asin
tingkat kabupaten/kota.

5. Pemberian persetujuan
insentif fiskal dan non fiskal
kabupaten/kota penanaman
modal yang menjadi
kewenangan kabupaten/kot

AN

D

g

o
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SUB BIDANG

PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN ATAU KOTA

5.Pengendalian
Pelaksanaan
Penanaman
Modal

1. Pengkajian dan penetapan

2. Pelaksanaan pemantauan,

kebijakan teknis
pengendalian pelaksanaa
penanaman modal di
provinsi.

bimbingan dan
pengawasan pelaksanaan
penanaman modal
berkoordinasi dengan
pemerintah dan instansi
penanaman modal
kabupaten/kota.

1. Pengkajian dan penetapan
kebijakan teknis
pengendalian pelaksanaan
penanaman modal di
kabupaten/kota.

2. Pelaksanaan pemantauan,
bimbingan dan pengawasar
pelaksanaan penanaman
modal berkoordinasi dengan
pemerintah dan instansi
penanaman modal provinsi.

6.Pengelolaan
Data&Sistem
Informasi
Penanaman
Modal

. Pengkajian dan penetapatr

. Pembangunan dan

. Pengumpulan dan

. Pemutakhiran data dan

pedoman tata cara
pembangunan dan
pengembangan sistem
informasi penanaman
modal skala provinsi.

pengembangan sistem
informasi penanaman
modal yang terintegrasi
dengan sistem informasi
penanaman modal Badan
Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM) dan
iInstansi penanaman modg
kabupaten/kota.

pengolahan data
persetujuan dan realisasi
proyek penanaman modal
dalam negeri dan
penanaman modal asing
skala provinsi.

informasi penanaman

1. Pengkajian dan penetapan
pedoman tata cara
pembangunan dan
pengembangan sistem
informasi penanaman modal
skala kabupaten/kota.

2. Pembangunan dan
pengembangan sistem
informasi penanaman modal
yang terintegrasi dengan
sistem informasi penanaman
modal BKPM dan instansi
penanaman modal provinsi.

3. Pengumpulan dan pengolahan
data persetujuan dan
realisasi proyek penanamar
modal dalam negeri dan
penanaman modal asing
skala kabupaten/kota.

4. Pemutakhiran data dan
informasi penanaman modal
skala kabupaten/kota.
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SUB BIDANG

PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN ATAU KOTA

. Pembinaan dan

modal skala provinsi.

pengawasan atas
penyelenggaraan instansi
penananaman modal
kabupaten/kota di bidang
sistem informasi
penanaman modal.

5. Penyelenggaraan di bidang

sistem informasi penanaman

modal.

7. Penyebarluas
an,Pendidika
n dan Pe-
latihan
Penanaman
Modal

. Koordinasi pelaksanaan

. Koordinasi dan

sosialisasi atas kebijakan
dan perencanaan
pengembangan, kerjasam
luar negeri, promosi,
pelayanan pemberian
perizinan, pengendalian
pelaksanaan dan sistem
informasi penanaman
modal skala provinsi
kepada aparatur
pemerintah dan dunia
usaha.

pelaksanaan pendidikan
dan pelatihan penanamar
modal skala provinsi

1. Pelaksanaan sosialisasi ata
kebijakan dan perencanaar
pengembangan, kerjasama
luar negeri, promosi,
pemberian pelayanan
perizinan, pengendalian
pelaksanaan dan sistem
informasi penanaman mods
skala kabupaten/kota kepad
aparatur pemerintah dan
dunia usaha.

2. Pelaksanaan pendidikan dan

pelatihan penanaman moda
skala kabupaten/kota.

()

|

]
a

Dengan adanya pendelegasian wewenang dari penteisat kepada

pemerintah daerah sebagaimana disebutkan di atesapkan daerah mampu

menangkap peluang dan tantangan persaingan gioddalui peningkatan daya

saing daerah atas potensi dan keanekaragaman aaasatg-masing. Selain itu,

pemerintah daerah harus mampu mempercepat pelay@ada masyarakat

terutama pelaku usaha yang akan menanamkan moddilmgerah secara lebih

cepat, efektif, dan efisiefi.

Meskipun Undang-undang Penanaman Modal mengaturispban

wewenang antara pemerintah pusat dan daerah daagelpnggaraan urusan

8 Dhaniswara K. Harjonap. cit, hal. 257.
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penanaman modal, namun Undang-undang ini tetap nmai&kan agar
Pemerintah meningkatkan koordinasi antar instaesnd?®intah, antara instansi
Pemerintah dengan Bank Indonesia, dan antara sisR@merintah dengan
pemerintah daerah. Koordinasi dengan pemerintahadagarus sejalan dengan
semangat otonomi daerah. Pemerintah daerah bessmedengan instansi atau
lembaga, baik swasta maupun Pemerintah, harus tibdrdayakan lagi, baik
dalam pengembangan peluang potensi daerah maufpam &aordinasi promosi
dan pelayanan penanaman modal. Pemerintah daerafalamgan otonomi
seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus semdisan penyelenggaraan
penanaman modal berdasarkan asas otonomi daeraiugis pembantuan atau
dekonsentrasi. Oleh karena itu, peningkatan koesiikelembagaan tersebut
harus dapat diukur dari kecepatan pemberian panzdan fasilitas penanaman
modal dengan biaya yang berdaya saing. Agar memegmiisip demokrasi
ekonomi®®

Dengan demikian dalam penyelenggaraan urusan p@aananodal
diperlukan adanya pembagian wewenang yang jel@asaapemerintah pusat dan
daerah sebagai aparatur pelaksana Undang-undamgdfean Modal, sehingga
ada kejelasan tugas pokok dan fungsi serta kewenadgri masing-masing
instansi yang pada akhirnya dapat mencegah timbhultyympang tindih
kewenangan dan konflik kepentingan antar instalBi. samping itu juga
diperlukan koordinasi yang sinergis antar instateskait. Koordinasi yang
sinergis dapat diperoleh dengan cara melakukantgemmasecara menyeluruh
terhadap perangkat peraturan dan aparatur pelakganaDengan adanya
kejelasan pembagian kewenangan yang ditunjang deadgnya koordinasi yang
baik, pada akhirnya dapat menciptakan kepastianurhukbagi kegiatan
penanaman modal yang tentunya juga berakibat mieatimga daya saing
investasi Indonesia.

Ketiga, peran yudikatif. Badan Peradilan sebagabkga yudikatif belum
mampu menciptakan kepastian hukum. Hal ini dapdhadi dari putusan
pengadilanyang tidak konsisten sehingga membingamigkestor asing.

Misalnya putusan pengadilan niaga dalam melaksangk#usan arbitrase.

% Indonesia (b)op. cit., penjelasan umum.
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Indonesia telah memiliki Undang-undang Arbitrasengyameliputi pula

pelaksanaan keputusan arbitrase luar negeri, naiaam pelaksanaannya terjadi
inkonsistensi dalam pelaksanaan. Contoh inkosistiatiam pelaksanaan arbitrase
luar negeri adalah dibatalkannya putusan Arbitr@smeva berkenaan dengan
kasus Karaha Bodas versus Pertamina oleh Pengaddgeri Jakarta Pusat.
Namun Mahkamah Agung kemudian membatalkan putusagaulilan tersebut
dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri JaRadat tidak mempunyai
yurisdiksi untuk membatalkan putusan arbitrase hegeri. Menurut Mahkamah
agung RI yang mempunyai kewenangan adalah pengadildempat putusan

arbitrase dikeluarkan, yaitu Pengadilan Gerféva.

3. Budaya Hukum Yang Mendukung Tegaknya Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum merupakasur yang
terpenting dari sistem hukum, di samping struktan dsubstansi. Friedman
mengemukakan bahwa tegaknya peraturan-peraturamrhirgantung kepada
budaya hukum masyarakatnya, yaitu sikap masyateiteadap hukum dan sistem
hukum-kepercayaan, pandangan-pandangan, pikirarapjk sikap-sikap dan
harapan-harapan. Budaya hukum masyarakat tergaptiagkepada sub budaya
hukum anggota-anggota masyarakat, yang dipengaleihiberbagai faktor, yaitu
kepentingan ekonomi, posisi atau kedudukan, latatakiang pendidikan,
lingkungan, budaya, agama, dan bahkan kepentingpertingar?’

Selanjutnya Jeremias Lemek juga mengemukakan, blalwanforcement
di Indonesia dipengaruhi oleh budaya bangsa kitmaka lalu, masa sekarang,
dan masa yang akan datdfigDimana budaya bangsa yang dimaksud disini
tentunya termasuk budaya hukum bangsa Indonesia.

Menurut Erman Rajagukguk, budaya hukum adalah psrsatau
pandangan masyarakat terhadap sistem hdRuPelaksanaan penanaman modal
di Indonesia sangat dipengaruhi oleh budaya hukuasyarakat Indonesia.

8 Supariji, op.cit., hal 171.

8 pandangan Lawrence Friedman mengenai budaya hukebagaimana dikutip dari Cita
Citrawinda PriapantjaBudaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi-iRddingan Rahasia
Dagang Di Bidang Farmastet Ill, Jakarta: Chandra Pratama, 2005, hal. 360.

8 Jeremias LemekMencari Keadilan-Pandangan Kritis Terhadap Penegakdukum di
Indonesiacet. |, Yogyakarta: Galangpress, 2007, hal. 4.

8 Erman Rajagukguk (bpp. cit.hal. 38.
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Budaya hukum yang sudah terbangun dengan baik nigmtuakan dapat
mendukung pelaksanaan penanaman modal. Begitu gmbaliknya, budaya
hukum yang belum terbangun dengan baik tentu akamat menghambat
pelaksanaan investasi.

Pada saat ini, budaya hukum Indonesia belum maenmarigun dengan
baik. Rendahnya kualitas budaya hukum tersebutasadipengaruhi tingkat
pemahaman masyarakat terhadap hukum yang sangafaber Salah satu faktor
yang mempengaruhi budaya hukum adalah perilakupsrgusaha atau investor.
Fakta menunjukkan bahwa pengusaha mencanegaraasegerimhenyuap para
pejabat di negara berkembafigDi samping itu juga dipengaruhi oleh faktor
perilaku di lingkungan birokrasi.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, berbicara tentdndkum tidak mungkin
sekadar bicara tentang aturan untuk acuan Dbergerildalam kehidupan
masyarakat dan bernegara (yang seharusnya berpadk kepentingan rakyat
untuk mencapai keadilan sosial), tapi juga termaguikses pembentukan hukum
(yang lebih banyak merupakan ajammpwer-game yang mengacu kepada
kepentinganthe powerfuldari padathe needysangat sulit diingkari). Proses
penerapan hukum, baik yang dilakukan di eksekutifkiat atas, menengah
maupun bawah dan yudikatif dalam tugasnya melaksandukum, sangat
banyak dituding sebagai cerminan merosotnya kewabawhukum, dengan
menonjolnya nuansa nonhukum (politik dan kekuasadawi pada hukum
(misalnya lembaga yang kurang independen dan inabharpenegakan hukum
yang inkonsisten dan diskriminatif, interfensi kakaan terhadap hukum yang
sulit dilacak dan dibuktikan, apalagi diproses. Ayl ketidakpercayaan
masyarakat pada hukum disebabkan beberapa fakkor ydembaga peradilan
yang belum independen dan imparsial, penegak hldelom profesional, masih
inkonsisten dan diskriminatif, perlindungan hukumada masyarakat belum
memadai &ccess to justice)proses hukum yang berbelit-belit dan tingginya

dugaan KKN di semua lini penyelenggaraan prosestdk

% bid., hal. 39.
1 Harkristuti Harkrisnowo,Reformasi Hukum di Indonesia : Quo Vadi€?alam Sentosa
Sembiring, op.cit., hal 118-119.
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Menurut Suparji, setidak-tidaknya ada dua budayagymenunjukkan
bahwa budaya hukum Indonesia belum mampu mendukwegtasi. Pertama,
masih tingginya korupsi di negara Indonesia danukedasalah penyelenggaraan
perizinan penanaman modal belum efisten.

Korupsi merupakan salah satu bentuk ketidakpabti&mm (ncertainty,
ketidakadilan @nfairnes$ dan ketidakefisiensiaruefficiency. Korupsi adalah
faktor utama terjadinya ketidakpastian hukum. Pabafaktor utama tinggi-
rendahnya pertumbuhan investasi sangat ditentukdmnfaktor kepastian hukum
di samping faktor stabilitas keamanan. Indikatoamea kepastian hukum itu
sendiri sangat ditentukan oleh tinggi rendahnyegkiat korupsi. Semakin tinggi
tingkat korupsi di suatu negara maka semakin rermdh tingkat investasi ke
negara yang bersangkutin.Korupsi dapat menghambat pertumbuhan dan
pembangunan ekonomi.

Praktek korupsi merupakan penyebab utama kalangegstor enggan
berinvestasi membangun usaha di Indonesia, sel&torfinfrastruktur, birokrasi,
pajak dan tenaga kerfa.Tingginya tingkat korupsi di Indonesia menyebabkan
iklim investasi menjadi tidak kondusif, sehinggdatt mampu menarikoreign
Direct Investment(FDI) dan investasi domestik, akibatnya terjadrlgr@batan
dalam proses multiplier —effect dalam perekonomian. Konsekuensinya
pertumbuhan ekonomi yang merupakan prasyarat utéd@g penurunan
kemiskinan menjadi rendah, akibatnya program peagen kemiskinan menjadi
mandek.

Korupsi membuat para pengusaha asing menjadi Ketakunenanamkan
investasinya di Indonesia. Harus disadari, paragpesha asing telah terikat
dengan kode etikQode of CondugtKamar Dagang Internasiondh{ernational

Chamber of Commerteyang sejak Maret 1996 telah merekomendasikan kode

92 Suparii, op.cit., hal 173, 175.

% Bisnis Indonesia, WidibyoKorupsi Sebagai Penghambat Pertumbuhan InveskiMaret
2002.

% Selama ini, ada anggapan bahwa faktor tenaga kemgg menjadi penghambat kucuran

investasi. Tapi dari catatan Serikat Pekerja Shkllindonesia, secara nasional masalah buruh ini
adalah faktor terakhir penghambat investasi, yaogidan justru korupsi. Korupsi berperan
dominan menghambat investasi dengan persentaseapa@n®l persen dari faktor-faktor
penghambat lainnya, Harian Umum Sore Sinar Hargpalotu, 19 Mei 2007.
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etik kepada anggotanya untuk tidak melakukan karugalam bisnis
internasionalnya. Berkenaan dengan sanksi hukuningganational Chamber of
Commercemenyerahkan kasusnya kepada Organisasi Kerja &koaomi dan
PembangunanQrganization for Economic Cooperation and Developtpeyang
anggotanya tercatat 29 negara maju yang menaumgsaiean multinasional.
Pada pertemuan Paris (26 Mei 1997), negara yangabeng dalam OECD
mensahkan UU Anti PenyuaparBripery) yang berlaku bagi anggotanya.
Berdasarkan UU tersebut, perusahaan multinasioggiaaa OECD, yang terbukti
melakukan penyuapan atau berkolusi dengan birgkmasiuk mendapatkan
proyek atau menanamkan investasi, maka perusabesabtit dapat diajukan ke
pengadilan di negara perusahaan tersebut beragallnyh, perusahaan Amerika
Serikat (AS), sebagai anggota OECD, yang melaklk@mpsi di luar negeri
dikenaiForeign Corrupt Practices ACUU Praktek Korupsi di Luar Negeri) yang
sudah diundangkan sejak 1977 dan diamandemen p&8a>1

Menurut Paolo Mauro, korupsi mempunyai sejumlah baiki yang
merugikan, salah satu diantaranya bahwa korupsiumekan pertumbuhan
ekonomi?® Dalam kunjungannya ke Arab Saudi Presiden SusitomiBang
Yudhoyono dikomplain oleh KADIN Arab Saudi tentadgmmbatan dalam
birokrasi untuk berinvestasi di Indonesia. Hal sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh World Bank darnternational Finance Corporation(IFC)
beberapa waktu yang lalu, bahwa birokrasi Indoneargat tidak efisien dan
tidak transparan. Dalam perdagangan internasioaaalah birokrasi ini termasuk
korupsi dan suap di dalamnya dianggap sebagai lamibaikan tarif atamon

tariff barrier.®’

% Widibyo, op.cit.

% Dimana korupsi terjadi, pengusaha sadar bahwagiebalari hasil investasi mereka di masa
depan mungkin akan diminta oleh pejabat yang komembayaran uang suap sering kali
diperlukan sebelum dikeluarkannya perijinan yarmedukan. Karena itu para investor mungkin
menyadari bahwa korupsi itu sejenis pajak, yaifarse pajak yang sifatnya amat merusak karena
perlu dirahasikan dan serba ketidakpastian yangyem&inya, suatu hal yang mengurangi
dorongan untuk melakukan investasi. Dampak korapmiendahkan investasi dan pertumbuhan
ekonomi. Paolo Maurd)ampak Korupsi pada Pertumbuhan Investasi dan BalBemerintah :
Sebuah Analisis Lintas-Negardalam buku Kimberly Ann Elliott (editor)orupsi dan Ekonomi
Dunia, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1999, hal 140.

" Dalam perdagangan barang internasional kita megetanya hambatan lain berupa tariff
(tariff barrier) dalam bentuk prosentase bea masuk yang haruyadik@pada Negara yang
memberikan akses pasar. Hambatan ini menghambeastasi masuk yang sangat penting bagi
pertumbuhan perekonomian. Berbagai hambatan deokrbsi ini di dalam negeri juga dapat
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David M. Chalmers menguraikan pengertian istilahruksi itu dalam
berbagai bidang, antara lain yang menyangkut pgawyayang berhubungan
dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang nragkat bidang kepentingan
umum?® Selanjutnya David M. Chalmers menjelaskan, pemiaaygerselubung
dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administisiayanan, pemberian
hadiah-hadiah sanak keluarga, pengaruh, kedudsisial, atau hubungan apa
saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraammy dengan atau tanpa
pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai pettkeatapsi®®

Melihat definisi-definisi di atas yang lebih banyakenekankan pada
penyuapan dan kerugian bagi Negara (khususnya ikarugkesejahteraan
rakyat), perbuatan tersebut dapat dikategorikaagamaterial corruption *.

Korupsi berdampak terhadap pertumbuhan investasiitumbuhan
ekonomi, pengeluaran pemerintah dan pembangunakel@ejutan. Berikut
adalah dampak dari korupsi terhadap hal tersebatiadi*®*

Pertama Dampaknya terhadap investasi. Studi Ades danella T1997)
dalam Nusantara (2000) yang mengamati dampak kiotegadap investasi dan
pengeluaran untukesearch and developmen{R&D) pada sektor industri,
menunjukkan dampak korupsi yang negatif dan sigmfterhadap investasi dan
pengeluaran aktivitas R&D. Kesimpulan studi tersehdalah bila kebijakan
sektor industri tercemari oleh korupsi, maka akandampak negatif terhadap

membuat alokasi sumber daya ekonomi menjadi kuedisgen, membuat mahal biaya produksi
dan distribusi barang yang akhirnya akan menimisulkigh cost economyang membuat barang
Indonesia menjadi kurang mampu bersaing di pasabafyl dapat juga terjadi pada sektor
produksi. Korupsi sebagai hambatan dipercayai daeaimbulkan berkurangnyaarket integrity
dan melemahnya penerapgood governancéaik pada sektor swasta maupun publik yang baik.
Korupsi dan suap merupakatnade barrier, investment barrier, development lxarr dan
merugikan konsumen, pemerintah dan perusahaanarH&gputar Indonesi&orupsi Sebagai
Hambatan Perekonomiasenin, 1 Mei 2006.

% Baharuddin Lopakejahatan Korupsi dan Penegakan Huk(ihakarta: Kompas, 2001), hal. 67-
68.

% bid.

19 perbuatan korupsi dari segi bentuknya dapat disabiagai berikutpertama yang lebih
banyak menyangkut penyelewengan di bidang matesingu yang dikategorikarmaterial
corruption Kedug berupa perbuatan memanipulasikan pemungutan sderggan cara
penyauapan, intimidasi, paksaan, dan/atau campgatayang dapat mempengaruhi kebebasan
memilih, komersialisasi pemungutan suara pada lgmdagislatif atau pada keputusan yang
bersifat administratif, janji jabatan dan sebagajnyang dikategorikarpolitical corruption
Ketiga, yang memanipulasikan ilmu pengetahuan yang dagikhtegorikan intellectual
corruption Mengenai hal ini dapat dilihat lebih lanjut p&ksharuddin Lopagp. cit, hal. 67-70.

101 Sinar Harapan, Andi Irawamampak Suap dan Korupsi Terhadap Kinerja Ekond2fi2,
http://groupasalyahoo.com/group/indonesia_damagagey22825diakses 2 Juli 2009.
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investasi sebesar 56%, secara langsung dengan orexiggncontrol for random
effect sedangkan bila menggunakeontrol for year fixed effecdkan berdampak
84%. Secara sederhana dapat diterjemahkan, bilgpalamata-rata korupsi
terhadap investasi ditetapkasoftrol for random effectihaka secara keseluruhan
korupsi punya andil 56% dalam proses penurunanstase sektor industri.
Sedangkan apabila kondisi korupsi pada suatu wigktantu dianggap konstan
(control for year fixed effegtmaka dampaknya akan sebesar 84% dalam proses
penurunan investasi. Dampak terhadap aktivitas R&dalah sebesar 50% dan
82%. Jelasnya, korupsi ternyata mempunyai dampakg ykuat terhadap
kemunduran investasi suatu perekonomian. Dengagkoerparasikan penelitian
Ades dan Di Tella dan hasil survey Transparenceriaitional tentu tidaklah
mengherankan ketika kita mengetahui bahwa tingkgka persetujuan investasi
menurun di Indonesia, baik penanaman modal dalegerm (PMDN) maupun
penanaman modal asing (PMA). Sebagaimana yangatilkietiua jenis investasi
ini mengalami kemerosotan tajam selama semestetampar tahun 2002
dibandingkan dengan periode yang sama tahun 20@DNPangkanya anjlok
hingga 72 persen, yakni dari Rp 39,788 triliun dend 30 proyek menjadi Rp
11,114 triliun dengan 80 proyek. Sementara PMA s@rd2 persen, yakni dari
4,312 miliar dolar AS dengan 678 proyek menjadP@,Hiliar dolar AS dengan
506 proyek.

Kedua dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi. R&rkprupsi
juga dapat dicermati dari sisi pertumbuhan ekonofpabila korupsi dapat
mengurangi investasi domestik dan investasi asaty, hal yang pasti dapat juga
terjadi adalah korupsi akan menurunkan pertumbekanomi.

Studi yang dilakukan oleh Paolo Mauro (1995) meinyidl kondisi
pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh korupgieKs korupsi yang
dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi memiliki ang&efisien 0,003. Angka
tersebut dapat diartikan bila Indonesia mampu merkan tingkat korupsi hingga
level Singapura, maka akan terjadi peningkatanupdstihan ekonomi sebesar
2,25 persen. Jadi apabila pada tahun 2000-200&kgsomian Indonesia secara
riil tumbuh sebesar 3%, maka apabila korupsi bikardrol maka pertumbuhan

ekonomi akan sebesar 5.25%.
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Ketiga Terhadap Pengeluaran Pemerintah. Tanzi dan Dad&®7)
melakukan studi yang sistematik terhadap dampakpsorterhadap keuangan
publik. Terdapat beberapa temuan penting dari hetsidli tersebut, yaitu (a)
korupsi memiliki kecenderungan untuk meningkatk&aoran public investment
sebab pengeluaran publik meningkat karena praktkipulasi yang dilakukan
oleh pejabat tinggi, (b) korupsi akan mampu mengukamposisi pengeluaran
pemerintah dari pengeluaran yang bersifat pengsjggradan pemeliharaan
menjadi pengeluaran yang bersifat pembelian babangng baru, (c) korupsi
memiliki kemungkinan untuk membelokkan komposishgeuaran publik dari
pengeluaran untuk projek-projek publik ke aktivifasmbangunan yang tidak
langsung terkait dengan publik dengan alasan proggakg terkait langsung
dengan masyarakat relatif lebih sulit untuk menleaaprente, (d) korupsi akan
mengurangi produktivitas investasi publik dan isfraktur, (e) korupsi akan
menurunkan penerimaan pajak sebab kemampuan péaheriruntuk
mengumpulkan pajak dan tarif, secara riil sangagbigung pada nomingx rate
dan rumitnya peraturan perpajakan yang pada akhiakan "disederhanakan”
oleh petugas pajak di lapangan.

Keempat Pembangunan Berkelanjutan. Korupsi dalam bentakisk
antara para elite politik korup dan elit ekonomiagah akan mengekspolitasi
sumber daya alam secara semena-mena untuk keuntymgaadi di atas
kesejahteraan warga dunia dan ekonomi bangsa seAkibatnya perusakan
lingkungan yang hebatefvironmental hazajd tak terelakkan Dan ketika
environmental hazardini terjadi menurut Ramcharan (1983) bukan hanya
memustahilkan pemenuhan hak-hak dalam kategoralsekbnomi pada pihak
lain khususnya atas orang-orang miskin sepertidtak panganright to food,
hak atas kesehataright to health), hak atas perumaharight to housing, hak
atas pekerjaanright to work), tetapi juga memustahilkan pemenuhan atas hak
dalam kategori sipil dan politikcfvil and political righ) seperti hak atas hidup,
hak berorganisasi dan seterusnya.

Di Indonesia korupsi merupakan isu nasional yangatlanengancam
stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia. Korugsidah menjadi salah satu

gejala umum vyang sulit diberantas, bahkan menjaddapa masyarakat
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Indonesia® Hal ini dikarenakan korupsi umumnya dilakukan oleknum
kalangan menengah atas yang relatif mempunyai peimgarhadap kekuasaan
sehingga dalam penanganannya sering mengalamilkenda

Berkaitan dengan penyebab membudayanya korupsndiinesia, pada
umumnya orang menghubungkan tumbuh suburnya kodgrgjan sebab yang
paling mudah dihubungkan, misalnya, kurangnya gajia pejabat, buruknya
ekonomi, mental pejabat yang kurang baik, admemsstdan manajemen yang
kacau yang menghasilkan adanya prosedur yang bdiik dan sebagainy&>

Baharuddin Lopa juga berpendap¥tpenyebab korupsi adalah lemahnya
integritas moral yang turut melemahkan disiplin ioasl. Di samping itu,
lemahnya sistem juga merupakan salah satu penyé@bddk dapat disangkal
lemahya mekanisme di berbagai sektor birokrasi dawai, seperti dikeluhkan
oleh pengusaha nasional termasuk pengusaha keajppumapengusaha asing,
karena masih banyaknya mata rantai yang harus mdamek untuk memperoleh
sesuatu ijin atau fasilitas kredit. Keadaan yangakg menggembirakan ini
menyebabkan suburnya suap-menyuap dan pemberiasiksgbagai salah satu
bentuk perbuatan korupsi. Bahkan tanpa berlikuajleumekanisme administrasi,
budaya komisi ini tetap saja berlangsung.

Dalam kegiatan penanaman modal tentunya tidakp@sledari adanya
tindakan korupsi dalam bentukaterial corruption'®> Korupsi dalam penanaman
modal yang sering terjadi di antaranya adalah pspgn dan pemberian komisi
yang dilakukan oleh pelaku usaha atau investor wag melakukan penanaman
modal. Penyuapan dan pemberian komisi ini biassdidan dengan motif untuk
mempercepat proses ijin berusaha dan perijinannaenan modal.

Budaya anti korupsi sangat diperlukan dalam kegigenanaman modal.

Karena budaya korupsi, baik yang berbentuk budayasaap maupun budaya

192 Mengutip pendapat B. Sudarso yang mengemukakawsdmenghadapi masalah korupsi
yang sudah meluas merupakany of life orang sudah setengah putus asa dan acuh tak acuh.
Malahan ada yang berpendapat bahwa sebaiknyaidith bicara lagi mengenai korupsi tetapi
mengenai pembangunan saja. Pada saat-saat tartentang seakan-akan timbul harapan bahwa
penyakit itu akan sungguh-sungguh dapat diatasgpitesaat-saat penuh harapan demikian
biasanya tidak berlangsung lama yang segera disietukeraguan, keprihatinan, kekecewaan dan
sinisme.” B. Sudarsoné&orupsi di Indonesiajakarta: Bhratara, 1969, hal. 9.

193 B, Sudarsonoyp. cit, hal. 10.

194 Baharuddin Lopagp. cit.hal. 81.

195 Meskipun dalam kegiatan penanaman modal jugagséeifadi adanya korupsi dalam bentuk
Intellectual Corruptionmisalnya pelanggaran di bidang hak kekayaaareketlal.
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menghindari pemberian hadiah atau komisi, dapat imiankan high cost

economybagi para investor. Hal di atas juga ditunjang ngdafakta yang

menunjukkan bahwa pebisnis memiliki logika sendilMereka lebih
mengutamakan negara yang memberikan kemudahan abarugarena itu,
demokrasi harus menjamin kepastian hukum dan keamalransparansi yang
menjadi roh demokrasi harus tercermin pada peragaigbemerintahan yang baik
serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisffie.

Paragraf-paragraf berikut akan menguraikan tengaemgingnya budaya
efisiensi dan budaya anti korupsi dalam kegiatarapaman modal.

» Budaya Efisiensi Waktu dan Biaya

Motif investor melakukan penanaman modal salahnyatwadalah untuk
memperoleh keuntungan. Sedangkan, keuntungan gemgksimal mungkin bisa
diperoleh melalui adanya efisiensi waktu ataup@ydidalam penanaman modal.
Efisiensi waktu ataupun biaya dapat tercapai dersglamya budaya kerja yang
efisien. Oleh karena itu, budaya kerja yang mewkand efisiensi waktu
merupakan hal penting dalam setiap kegiatan penamamodal.

Efisiensi dalam kegiatan penanaman modal seolahadiesesuatu yang
sulit ditemui di Indonesia. Yang terjadi malah didoga, pelaksanaan
penanaman modal selalu diwarnai terjadinya inefsielnefisiensi di Indonesia,
baik dari segi waktu maupun dari segi biaya sepedah menjadi budaya dalam
kegiatan penanaman modal. Sebagai salah satu cdataim masalah perijinan
penanaman modal, di samping memerlukan waktu yamg,l juga memerlukan
biaya yang tidak murah. Penyelenggaraan perizinaestasi di Indonesia pada
umumnya belum efisien. Paling tidak ada tiga alagamy menunjukkan bahwa
perizinan di Indonesia tidak efisiet?"

a. Ditinjau dari sisi dimensi sosial budaya, karenaziean melibatkan banyak
relasi, maka dalam pelaksanaannya membentuk seiitem tersendiri yang
cukup rumit. Pembentukan sistem tersendiri iniddarj melalui sebuah proses
yang hampir alamiah dimana proses-proses dalamzipeani usaha,
sebagaimana pungutan, dikomunikasikan serta disaskan secara

1% Media IndonesiaDemokrasi dan Investagi30 November 2006), hal. 1.
197 Supariji, op.cit., hal 176.
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multilevel. Pada akhirnya membentuk sebuah sistesmkbudaya, dimana
sebagaimana konstruksi sosial lainnya, kemudianirhiatlianggap sebagai
pihak-pihak yang dirugikan menjadi lemah atau battidak add®

b. Ditinjau dari dimensi politik telah terjadi reldstkuasaan antara yang dilayani
dan yang melayaridf® Dalam pelaksanaannya menimbulkan dualisme
kebijakan. Dualisme ini melahirkan berbagai inkstesisi dalam kebijakan
dan implementasinya. Dalam situasi ketika relasiskutidak setara, perizinan
kemudian menjelma menjadi sesuatu yang bermaknatiheBada layanan
birokrasi termasuk perizinan maka kelemahan kogrsssidan kemauan politik
adalah tidak disusun secara sistematik dan cengesaktif, tindakan politis
semata, ekspresi kedermawanan dan mengandung bé&msk Selain itu
terlibatnya banyak pihak dalam perizinan usaha |kenembutuhkan
setidaknya dua hal yakni sistem koordinasi yand Barta sistem informasi
yang menunjand°

c. Ditinjau dari dimensi ekonomi, perizinan identikng@n pungutan. Pungutan
sebagai salah satu hasil perizinan tidak lagi ddatdalkan sebagai sesuatu
mekanisme distribusi surplus yang dapat menunjanges pemerataan pada
masyarakat banyak, misalnya melalui mekanisme pajak retribusi.
Keruwetan dalam pelayanan formalitas izin usahaktitepas dari latar
berlakang penyusunan kebijakan itu sendiri. Selamiengandung sikap
dualisme juga mengandung berbagai bias, struktbudsaan yang masih
timpang atau tidak demokratis mempengaruhi subistiars kebijakan yang
disusun dan implementasinya. Menyangkut substaetsjdkan maka terdapat
tiga aspek yang cukup menonjol yakni aspek matangydiatur, aspek
kelembagaan serta aspek prosedur khususnya peeygrarizinan. Pada
ketiga aspek itu selalu ditemui dua kondisi yakmpang tindih dan yang

kedua yang merupakan akibat dari sifat pertamaiyakar regulasi

198 Juni Thamrin dan Bambang Y Sundayaviasalah Pungutan Yang Dihadapi Pengusaha Kecil
: Mampukah Mereka Mengembangkan Daya Salhgnal Analisis Sosial AKATIGA, Edisi 6,
2006. Dalam Supariji, ibid.

199 1sono Sadoko dkkPengembangan Usaha Kecil Pemihakan Setengah, HATIGA,
Bandung, 1995. Dalam Suparji, ibid., hal 177.

10 Frida Rustiani, dalam laporan studi yang berjudegrizinan Usaha Sektor Logam, Kayu/rotan
Dan Makanan Di Bandungyogyakarta dan MedarTaf-USAID, Jakarta, 2000. Dalam Suparji,
ibid.
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Di samping budaya kerja yang mewujudkan efisieratw, budaya kerja
yang mewujudkan efisiensi biaya juga merupakan pgeiting dalam setiap
kegiatan penanaman modal, karena dengan adanyensfibiaya tentunya dapat
mengurangi beban biaya para investor. Dan hal srugakan hal yang menarik
bagi para investor.

Birokrasi yang panjang menyebabkan adanya biayabdhan serta
maraknya korupsi dan pungutan liar yang menjadikevestasi di Indonesia
memiliki high cost economyang akan memberatkan para calon investor dan
dapat mengakibatkan usaha yang dilakukan menjdak feasiblekarena profit
margin menjadi semakin kecil!

Mengutip penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomsiéaakat (LPEM)
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia bahwa pad@0 lperusahaan di 55
kabupaten/kota, besarnya biaya sampingan yang lkigrekiarkan pengusahaan
mencapai 9,7 sampai 11,2 persen dari total biagdupsi''? Karena efisiensi
merupakan faktor penting dalam kegiatan penanamedainmaka diperlukan
langkah-langkah dalam rangka mewujudkan efisiehangkah pertama yang
dapat dilakukan yaitu menghilangkan semua hamb@ddéam penanaman modal,
misalnya berkaitan dengan perizinan harus dipegiandisederhanakan, dan
dipersingkat serta kendala birokrasi juga harusirdmalkan.

Berkaitan dengan masalah perizinan, pemerintah shanembenahi
prosedur perizinan ini. Sebagaimana dikemukakah ®arie Elka Pangestu,
pemerintah harus memangkas perizinan dari 151rh@njadi 30 hari. Perizinan
maksimal 30 hari yang dilakukan secara bertahdpktbisa langsung. Sekarang
kita sedang pelajari 150 hari ini terdiri dari e&g@ga dan kemudian disederhanakan
serta dipangkas jumlah harin¥/4.

Karena salah satu faktor penting penyebab terjadingfisiensi dalam
penanaman modal adalah rumitnya permasalahan asipkangkah berikutnya

yang dapat dilakukan dalam rangka menciptakan kaudéigiensi dalam kegiatan

11 |da Bagus Rahmadi Supancaop, cit.hal. 5.

12 Kompas,Biaya Tak Resmi Pelayanan Birokragl3 Januari 2004), hal. 13. Sebagaimana
dikutip dari CSIS, “Naskah Akademik Rancangan Umdbimdang Penanaman Modal,” hal. 3-4.
13 <http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/industri/2008 3/-ind1.htn
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penanaman modal adalah melalui reformasi birokr&eformasi birokrasi

merupakan hal penting, karena pelaksana segal@kabipemerintah termasuk
di bidang penanaman modal di lapangan adalah laitoKal ini senada dengan
yang dikemukakan oleh Taufig Effendi, “bahwa refasnyang didambakan
masyarakat yang kemudian dicanangkan oleh pardigpolpelaksananya di

lapangan adalah birokrat™*

Adapun inti dari reformasi birokrasi adalah efisiedan efektivitas dalam
anggaran serta pelayanan publik. Ada sejumlah &edoij yang harus dilakukan
untuk mencapai hal itu, misalnya melakukan penslum untuk memudahkan
birokrasi, peningkatan profesionalisme, rotasi kntoelenturkan sistem yang
kaku, serta penegakan hukdfn.

Pemerintah sudah melakukan upaya dalam rangkanraorbirokrasi.
Sebagaimana dikemukakan oleh Taufiq Effendi, pemudni telah merancang
desain besar reformasi birokrasi dalam tiga talgapu pertama meningkatkan
pelayanan publik guna mendapatkan kembali kepearayeakyat, karena
pemerintah saat ini dihadapkan pada rakyat yarak tehbaran dan rakyat yang
sudah bosankedua peningkatan pelayanan pelayanan publik yang tesrtaisi
pada pemberdayaan rakyketiga tingkat kesejahteraan pegawsi.

Namun demikian, pelaksanaan reformasi birokrasktidemudah yang
diharapkan dan tidak berlangsung dengan cepatg8ebana dikemukakan oleh
Eko Prasodjo, reformasi birokrasi bisa hanya cammenjadi wacana. Hal ini
bisa disebabkan oleh dua h&ertama reformasi birokrasi berarti mengubah
perilaku dan budaya mereka yang di birokrasi. Parah ini membutuhkan waktu
lama dan usaha terus menerus karena berbagai &abiadibirokrasi sudah
tertanam bertahun-tahuiKedua berbagai kekuatan politik selama ini masih
cenderung menjadikan birokrasi sebagai tempat niemaag*’

Salah satu contoh bahwa pelaksanaan reformasi ragiokidak bisa

berlangsung dengan cepat, misalnya reformasi l@sokdi Depkeu, sejak Juni

14 Taufiq Effendi,Gaji PNS Naik Asalkan Jangan Lagi KorupRiepublika (2 November 2007),
hal. 2.

115 Budiman SudjatmikoReformasi Birokrasi Menjadi Kunci Perubahatompas(3 November
2007): 3.

16 Taufiq Effendi,Bukan Cuma Persoalan Tekni¢ompas(2 November 2007), hal. 5.

17 Eko PrasodjoReformasi Birokrasi Menjadi Kunci Perubahaompas(3 November 2007),
hal. 3.
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2007, Menkeu Keuangan, Sri Mulyani, memecat 15 wagdirjen Bea dan
Cukai. Di awal reformasi birokrasi Depkeu, Menkeemindahkan 1.200 pegawai
Diten Bea dan Cukai yang bertugas di Pelabuhanjuign Priok dan
menggantikannya dengan 800 pegawai Batu.

Meskipun tidak bisa berlangsung cepat, reformasokBasi di Depkeu
yang mulai dirintis dua tahun lalu tetap membawaulpghan yang menonjol
antara lain pemendekan waktu pelayanan di berldiggitorat jenderal, seperti
penyelesaian NPWP di Ditjen Pajak dari tiga harnja@ sehari, penyelesaian
restitusi menjadi 12 bulan, dan pengurusan pabalam prioritas dari 16 jam
menjadi 20 menit*®

Selain reformasi birokrasi, langkah yang dapat kdikan Pemerintah
dalam rangka menciptakan budaya efisiensi dalanateg penanaman modal
yaitu Pemerintah harus melakukan peninjauan ulargmdemperbaiki berbagai
infrastruktur yang diperlukan sektor industri darvastasi. Infrastruktur yang
dimaksud bukanlah infrastruktur dalam pengertiagikfi Namun, yang lebih
penting dari itu ialah bagiamana sektor industauanvestasi tersebut mendapat
jaminan kepastian hukum untuk bisa mengembanglsamsbilan usahanya secara
lebih efektif dan efisien. Sebab dengan hal ituékdonomi biaya tinggi bisa
ditekan tanpa harus mengurangi pendapatan pentedatasektor pajak:®

Dengan demikian dapat disimpulkan, adanya efisidalam penanaman
modal yang terbentuk melalui budaya kerja efisiemgy ditunjukkan dengan
birokrasi sederhana dan tidak berbelit merupakarpéating dalam penanaman
modal. Hal ini dikarenakan dengan efisiensi dapahghindari terjadinydnigh
cost economyagi para investor, yang pada akhirnya dapat malan iklim
yang kondusif bagi kegiatan penanaman modal.

* Budaya Anti Disuap

Suap-menyuap merupakan salah satu bentuk tindakampd. Suap-

menyuap yang meruntuhkan moral ini masih dahulbates wilayah operasinya

dan terbatas juga intensitasnya. Dahulu hanya deé&atdaan yang sangat darurat

18 5ri Mulyani, Suap Masih Terjadi Meski Ada Reformaébmpas (2 November 2007), hal. 17.
119 }A;

Ibid.
120 Nugroho Pratomo-Litbang Media Grougpg. cit.
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orang memberikan atau menerima suap. Jumlahnyatgrbatas, karena yang
diberikan sebatas yang diperlukah.

Operasi suap menyuap dahulu hanya di lingkungarg J@asah saja,
seperti di instansi yang mengeluarkan lisensi, pukanya menjual kertas itu
keuntungan yang dikeluarkan sudah berlipat ganaga biasanya di instansi di
mana keluar proyek empuk.

Akan tetapi, sekarang ini sudah menjadi gejala unswap digunakan
untuk mendapatkan apa saja yang diinginkan. Kagistep menyuap ini sudah
didapati dimana-mana. Orang yang ingin mendapatkanatu, yang memerlukan
sedikit urusan atau yang diinginkan itu menjadiratsrang banyak sudah
menjadi obyek suap menyuap juga.

Salah satu contoh kasus suap adalah kasus suapmiizatkan para
pejabat Bank Indonesia. Dimana dalam kasus iniuDegenior Bank Indonesia
(BIl), Miranda Gultom, dimintai keterangan oleh KemPemberantasan Korupsi
(KPK), karena kasus dugaan suap Bl kepada sejuariggota Komisi IX DPR
pada 2004. Dana itu diduga mengalir untuk kepeatingank sentral dalam
pembahasan RUU Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bikildasi Bank,
RUU Kepallitan, RUU Sistem Perencanaan Pembanguasional (SPPN),
anggaran Bl 2005, dan untuk menjamu anggota dewaotel berbintand??

Kegiatan penanaman modal tidak pernah terlepas atianya budaya
penyuapan. Penyuapan sering ditemukan mulai daseprperijinan penanaman
modal sampai pada saat perusahaan penanaman todaidperasi.

Budaya suap merupakan kebiasaan yang dapat menghdwmpiatan
penanaman modal. Karena budaya suap dapat menambkgkugian bagi pihak-
pihak lain yang terlibat dalam kegiatan penanamadahataupun masyarakat
secara luas. Oleh karena itu, budaya anti suapasaligeriukan dalam kegiatan
penanaman modal. Dengan adanya budaya anti suapapliian akan terjadi
efisiensi, yang pada akhirnya dapat mendorong kagi@enanaman modal.

Peluang penyuapan sering terjadi karena adanyakamdoknum aparat
pelaksana penyelenggara penanaman modal. Namuenspgienyuapan juga

tidak jarang diciptakan oleh para calon investaugiengusaha itu sendiri.

121 Baharuddin Lopagp. cit.,hal. 64-65.
122 Media IndonesiakPK Periksa Miranda Soal Bl Suap DP@, November 2007), hal. 1.
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Fakta menunjukkan bahwa pengusaha mencanegarasternenyuap para
pejabat di negara berkembaligBerbagai media mewartakan, korupsi di Negara-
negara Eropa Barat termasuk di Negara-negara éanpdt investasi dilakukan.
Konon, perusahaan raksasa Jerman, Siemens, sedklmgy thvestigasi karena
diduga melakukan penyuapan dan/atau korupsi datakigk bisnisnya di Negara
mereka berinvesta??

Siemens jelas bukan sendirian. Pasti ada perusamaléinasional lainnya.
Kekhawatiran utama para pengusaha adalah bagaima&neka bersaing dan
mendapatkan proyek di Negara-negara Asia dan Afrikaalnya, tanpa berkotor
tangan ikut menyuap. Bisa-bisa mereka akan selhhkdengan perusahaan lain
yang tak tabu menyudp’

Ada beberapa penyebab maraknya praktek Siamntara lain,
dikarenakarpertama kondisi ekonomi yang ditandai oleh kecilnya gsgigawai
negeri*?’ Kedua dikarenakan membudayanya kebiasaan pemberian Saap
ketiga dikarenakan faktor eksternal struktural, misalfgitor yang merupakan
produk “ideologi pembangunan” ataupun produk ketantketentuan teknis
keuangan (khususnya yang berkaitan dengan penygzleaan proyek).

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk memperkegadinya suap-
menyuap atau menciptakan budaya anti suap diaytardengan menciptakan
kondisi sosial yang memperkecil peluang terjadisgmp-menyuap. Artinya,

hendaklah dalam setiap kegiatan pelayanan umum, enpgiach tidak

123 Erman Rajagukguk (bpp. cit.hal. 39.

124 Todung Mulya LubisKonvensi Antikorupsi ASEANKompas,(9 November 2007), hal. 6.
Berkaitan dengan suap yang dilakukan oleh parastoveatau pengusaha, lebih lanjut Todung
Mulya Lubis mengemukakan, kejahatan suap dan koyaps dilakukan di Negara-negara tempat
modal itu ditanamkan kini, menurut OECD Convent@nCombating Bribery of Foreign Public
Offcials in Internasional Business Transaction,ajugudah termasuk dalam apa yang disebut
criminal offence Di sini, pengertian suap dan korupsi sedemikigs Isehingga yang bisa dijerat
adalah semua jenis perbuatan, langsung atau ta@sling, terlaksana atau belum (karena masih
berupa penawaran), yang dilakukan terhadap senjabgbesehingga sang pengusaha mendapat
keuntungan. Jadi bukan hanya pelaku suap atau $ioyamg dijerat, tetapi juga pembantunya
(complicity).

125 pid.

126 | uh Nyoman Dewi Triandayaned, Budaya Korupsi Ala Indonesizet. |,(Jakarta: Pusat Studi
Pengembangan Kawasan (PSPK), 2002), hal. 5-6.

127 Namun demikian, rendahnya gaji pegawai negeriktis@penuhnya dapat dijadikan alasan
maraknya praktek suap. Membudayanya penyuapanddingsia adalah juga bisa disebabkan
karena rendahnya integritas aparat. Hal ini semdelegan yang dikemukakan Menkeu, Sri
Mulyani, kasus suap masih terjadi meskipun apaeathiyeri tambahan imbalan atau renumerasi.
Ini terjadi karena uang suap yang ditawarkan I&eibar dibandingkan dengan renumerasinya, dan
integritas para aparatnya rendah. Sri Mulybo, cit.
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memperbanyak syarat-syarat yang harus dipenuhi @kyat atau pengusaha.
Kalau ada syarat, hendaklah yang sederhana danhnaijgenuhi semua lapisan
masyarakat. Kalau syarat-syarat terlalu berat terdng akan berusaha lagi untuk
memenuhi maksudnya melalui pemberian sd&p.

Selain itu, kesejahteraan rakyat perlu juga dipkrb&ebab, pejabat yang
sudah cukup hidupnya, asalkan tingkat keimannngalsumemadai, tidak akan
terlalu mudah lagi dipengaruhi tawaran st@&p.

Yang tidak kalah pentingnya adalah pembenahan rfaktental. Perlu
dipahami juga bahwa tanggung jawab atas perbuaieupg&i berupa penyuapan
tidak hanya terletak pada mental para pejabat &dgpi juga terletak pada mental
pengusaha tertentu yang berkolusi yang selalu inggmggoda oknum pejabat
untuk mendapatkan fasilitas atau keuntungan yabhgsse-besarnya. Walaupun
pejabat ingin melakukan kolusi, kalau tidak disambleh oknum pengusaha
berupa pemberian suap atau janji memberi imbalarypsi tidak akan separah
seperti sekarang iff°
* Budaya Menghindari Pemberian Komisi Atau Hadiah

Di samping maraknya praktek korupsi yang berupaapadoenyuapan,
dalam kegiatan penanaman modal juga sering diterdanya praktek korupsi
yang berupa budaya pemberian hadiah atau komisigddi saat ini, praktek
korupsi yang berupa pemberian hadiah ini sudahadespatu kebiasaan.

Budaya pemberian hadiah atau komisi hingga saadianiggap sebagai
sesuatu yang lumrah dalam masyarakat dan tidakgigmsebagai tindak korupsi
karena masyarakat telah terbiasa melihat sejak nadaoulu. Karena dahulu
dianggap sebagai bentuk kewajiban, maka tidakbessalah pada diri pelakunya.
Padahal, jika mengacu pada definisi-definisi koryasg telah diuraikan di atas,
praktek ini dikategorikan sebagai tindakan korlg@sena dalam praktek tersebut
melibatkan penggunaan uang untuk mempengaruhi kegutsehingga si pelaku

mendapatkan keuntungéit.

128 Baharuddin Lopagp. cit, hal. 66.
129 .
Ibid.
1301pid., hal. 85-86.
131 Luh Nyoman Dewi Triandayangd, op. cit, hal. 7.
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Salah satu contoh kasus pemberian hadiah yang idibeitakan akhir-
akhir ini adalah kasus uang pemberian broker béfaspng Karm Chuen, kepada
Widjanarko Puspoyo mencapai 1,6 juta dolar AS dp@ R miliar yang diberikan
sebagai uang pelicin pengadaan beras irfijjor.

Peluang terjadinya pemberian hadiah atau komisgalermotif di atas,
sebagaimana halnya penyuapan, sering terjadi kaadaaya tindakan oknum
aparat pelaksana penyelenggara penanaman modalnNgotensi pemberian
hadiah juga tidak jarang diciptakan oleh para cahwestor atau pengusaha itu
sendiri.

Budaya pemberian hadiah atau komisi dalam penananoaal biasanya
dilakukan oleh pengusaha atau calon investor dengatif untuk mendapatkan
fasilitas berupa kemudahan, misalnya dalam penjinatau juga untuk
mendapatkan keuntungan yang sebasar-besarnya.

Seperti halnya budaya suap, budaya pemberian hddian motif untuk
mendapatkan kemudahan dan keuntungan yang selessany@m merupakan
kebiasaan yang dapat menghambat kegiatan penanawdal. Karena budaya
pemberian hadiah dapat menimbulkan kerugian balgakgpihak lain yang
terlibat dalam kegiatan penanaman modal ataupulyarasat secara luas. Oleh
karena itu, budaya yang menghindari pemberian haghagat diperlukan dalam
kegiatan penanaman modal. Dengan adanya budayagaidiharapkan akan
terjadi efisiensi, yang pada akhirnya dapat memupréegiatan penanaman
modal.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa budaya &otiupsi
merupakan hal penting dalam kegiatan penanaman Indbd@adonesia. Oleh
karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk mems korupsi dalam rangka
mewujudkan budaya anti korupsi.

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan diantga melalui cara-
cara represif dengan menahan pelaku-pelaku koriemun, upaya represif
bukan satu-satunya cara untuk memberantas kofupalya preventif juga tidak
kalah pentindg>?

132 RepublikaBlokir Seluruh Rekening Terdakwa Korup@ November 2007), hal. 2.
133 Taufiequrrahman RukKPK Incar PemimpinMedia Indonesi§2 November 2007), hal. 2.
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Sebagai contoh upaya preventif, di Mahkamah Aglegua Mahkamah
Agung Bagir Manan yang seharusnya aktif melacakbgermhan dalam konteks
reformasi birokrasi. Di samping itu, budaya set@nyetor di kalangan birokrat
segera dihentikan. Contohnya, kasus mantan MeHKautan dan Perikanan
Rokhmin Dahuri yang menerima setoran dari dinaagligi bawahnya. Rokhmin
kemudian menyetor sebagian dana ke pejabat laitifiya.

Dengan upaya represif dan preventif di atas dilkamaglapat mengurangi
terjadinya tindak pidana korupsi, termasuk dalagidtan penanaman modal. Hal
ini sebagaimana disampikan oleh Jusuf Kalla, “lagkang dilakukan KPK baik
represif maupun preventif, merupakan langkah tepdatik mengurangi tindak
pidana korupsi di negeri int-*

Di samping itu, untuk memberantas korupsi dalangkanmewujudkan
budaya anti korupsi dibutuhkan peran dan kerja sa@aa semua elemen
masyarakat. Hal ini juga dikemukakan Huguelette dllabdari Transparancy
Internasiona] bahwa untuk melawan korupsi harus membutuhkara kexma
pemerintah dengan masyarakat sipil. Di sini pemtahi harus mengambil peran.
Korupsi tumbuh subur jika tidak diawasi oleh masyat sipil**® Salah satu
contoh bentuk pengawasan masyarakat sipil, termaskitor swasta dalam
menggerakkan budaya anti korupsi, dapat diwujudkEmgan memonitor
implementasi dari pelacakan aset koruptor di lusgen dan memonitor supaya
aset hasil korupsi tidak dibawa ke luar neg&fi.

Peran semua elemen masyarakat di atas tidak hdpgauétan dalam
ruang lingkup nasional tapi juga regional bahkaerimasional. Hal senada juga
disampaikan Todung Mulya Lubis, bahwa korupsi iterapakan kerja sama
regional dan global. Oleh sebab itu, untuk mengagaspun harus dilakukan
kerja sama regional dan global ptifa.

Di samping pemerintah, peran perusahaan multinasigang melakukan
penanaman modal asing juga dibutuhkan untuk mé@ptaudaya anti korupsi.

4 bid.

135 Jusuf KallakKPK Incar PemimpinMedia Indonesia2 November 2007), hal. 2.

1% Huguelette LabellePresiden Diminta Pimpin Perlawanan ASEAKompas (30 Oktober
2007), hal. 2.

137 KompasLacak Aset Koruptgf29 Oktober 2007), hal. 3.

138 Todung Mulya LubisPresiden Diminta Pimpin Perlawanan ASEAKbmpas (30 Oktober
2007), hal. 2.
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Hal ini dapat berhasil apabila perusahaan multomedi menerapkan tata kelola
yang baik dan menghindari korupsi kepada aparakizisi pemerintah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa budaya mukwasyarakat
Indonesia yang mempengaruhi terbentuknya iklim paman modal yang
kondusif di Indonesia adalah budaya kerja yang taggaciptakan efisiensi dan
budaya anti korupsi. Adapun budaya hukum masyataklanesia dalam kegiatan
Penanaman Modal, ditinjau dari aspek kepastian inutengan melihat tiga hal
yaitu stability, predictibility dan fairness dapat disimpulkan sebagai berikut.
Pertama dari segistability, bahwa budaya hukum msayarakat Indonesia belum
dapat menyeimbangkan atau mengakomodir kepentikgaentingan yang saling
bersaing dalam masyarakat. Dalam hal ini belum tdapengakomodir
kepentingan para investor. Hal ini ditunjukkan dem@danya beberapa budaya
kerja yang tidak mencerminkan adanya efisiensi waldn biaya. Contoh yang
paling menonjol adalah masalah birokrasi dalamzpen penanaman modal, di
samping memerlukan waktu yang lama, juga memerlub@ya yang tidak
murah. Kedua, dari sedipredictability” yang mensyaratkan bahwa hukum
tersebut mendatangkan kepastian. Kepastian hukuma ggentingnya dengan
“economic opportunity dan “political stability’. Dimana budaya hukum
masyarakat dalam Penanaman Modal belum dapat miaetepastian dan
keuntungan ekonomi. Misalnya masih banyaknya buéayapsi yang berbentuk
suap-menyuap yang justru menimbulkan ketidakpastemhigh cost economy
bari para investoKetiga, “fairness” atau keadilan seperti persamaan seraregy
atau pihak didepan hukum, perlakuan yang sama kegamua orang dan adanya
standar pola perilaku Pemerintah. Budaya hukum arakgt Indonesia dalam
Penanaman Modal belum memberikan perlakuan yang @i para investor,
salah satunya ditunjukkan dengan adanya perilalwagp baik di pusat atau
daerah yang cenderung menghambat pelaksanaan pwranaodal dengan
memunculkan adanya inefisiensi dan maraknya prakoekpsi. Sehingga dapat
dikatakan budaya hukum masyarakat Indonesia dakmarfaman Modal belum
dapat memenuhi kualitas yang dipersyaratkan unagplaidmemberikan kepastian

hukum yaitustability, predictibility,danfairness
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Budaya hukum yang mencerminkan adanya efisiensi atdn korupsi
tersebut dapat diciptakan dengan memperhatikan ktuaponen vyaitu dari
komponen ketentuan hukum yang ada dan penegakamnhydng dijalankan?®
Apabila pemerintah dapat meyakinkan masyarakat aamnkum yang dibentuk
itu adalah berorientasi kepada rakyat dan berk@adsosial dan para aparat
penegak hukum dapat menjalankan tugasnya bersifadiskriminatif, tentu saja
masyarakat akan memberikan dukungan dan sekaligas &nengikuti pola
tersebut, demikian sebaliknya. Agar hal ini dapetjdtan dengan baik, maka
pemerintah harus menciptakan masyarakat yang terslipaya masyarakat dapat
memahami dengan baik dan melaksanakan aturan hykam telah dibuatnya,
sekaligus dapat memberikan saran pendapat kepatkinsn yang berwenang
dalam membuat produk hukum yang dipergunakan umtekgatur masyarakat.
Jadi masyarakat dilibatkan dalam membentuk prodikuim, sebab bagaimana

pun masyarakat adalah pemakai dari produk tersebut.

139 Abdul Manan Aspek-Aspek Pengubah Huk(akarta: Kencana, 2006), hal. 95.
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BAB 3
PERATURAN DAERAH (PERDA) YANG MENGHAMBAT INVESTASI

Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor R0nT2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, matestamuPerda adalah
seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggarmaromi daerah dan tugas
pembantuan dan menampung kondisi khusus daerahpsfabaran lebih lanjut
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggicdeyan Peraturan Daerah
dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat DaebP#RD), Gubernur atau
Bupati/ Walikota. Apabila dalam satu kali masa sglaGubernur atau Bupati/
Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan Perdaademgteri yang sama,
maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang pdigam oleh DPRD,
sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleler@ambatau Bupati/
Walikota dipergunakan sebagai bahan persandingan.

Program penyusunan Perda dilakukan dalam satu d&modregislasi
Daerah-*° sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tinditach penyiapan satu
materi Perda.

Ada berbagai jenis Perda yang ditetapkan oleh HRetakr Daerah
Kabupaten Kota dan Propinsi antara lain:

a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Tata Ruang Wilayah Daerah;
d. APBD;
e. Rencana Program Jangka Menengah Daerah;
f. Perangkat Daerah;
g. Pemerintahan Desa;
h. Pengaturan umum lainnya.
Pembentukan Perda yang baik harus berdasarkanagadgpembentukan

peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

140

Ketentuan Pasal 15 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentarmgbentukan Peraturan Perundang-
undangan.
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kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukamtypan perundang
undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yandgkesicapai.
kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, seitap jenis peraturan
perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/peab@entuk peraturan
perundang-undangan yang berwenang dan dapat #idnatatau batal demi
hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidakvienang.

kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitamdgembentukan
peraturan perundang-undangan harus benar-benar eregigan materi
muatan yang tepat dengan jenis peraturan perunaachegagan.

dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentplaaturan perundang
undangan harus memperhatikan efektifitas peratyp@mundang-undangan
tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofisridis maupun
sosiologis.

kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap pangberundang undangan
dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan damdméaat dalam
mengatur kehidupan bermasayarakat, berbangsa dagglaea.

kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan peruadadgngan harus
memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistemddkapilihan kata atau
terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mullisgengerti sehingga
tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dgdalaksanaannya.
keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan paraperundang-undangan
mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan darbghasan bersifat
transparan dan terbuka. Dengan demikian selurulisalap masyarakat
mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memhbenia@sukan dalam
proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Di samping itu materi muatan Perda harus mengandeag-asas sebagai

berikut:

a.

asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan Pemdes Hberfungsi
memberikan perlindungan dalam rangka menciptakarntenkaman
masyarakat41

asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan Rarda mencerminkan

141 Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor Tui2004.
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perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi marsgsta harkat dan
martabat setiap warga Negara dan penduduk Indoses#aia proporsional.
asas kebangsaan, bahwa setiap muatan Perda hamosrmimkan sifat dan
watak bangsa Indonesia yang pluralistic (kebhinaekadengan tetap
menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

. asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan Rarda mencerminkan
musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiapaoeiigan keputusan.

. asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatana Psedantiasa
memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indondsia materi muatan
Perda merupakan bagian dari sistem hukum nasioaal yberdasarkan
Pancasila.

asas bhinneka tunggal ika, bahwa setiap materi anu®erda harus
memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku alanggn, kondisi
daerah dan budaya khususnya yang menyangkut mamakdiah sensitif
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan lageneg

. asas keadilan, bahwa setiap materi muatan Perdas haencerminkan
keadilan secara proporsional bagi setiap wargarag¢gapa kecuali.

. asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, beba@ materi muatan
Perda tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat medalkan berdasarkan latar
belakang, antara lain agama, suku, ras, golongaitey atau status sosial.
asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa seaggrimmuatan Perda harus
dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat mejaminan adanya
kepastian hukum.

asas keseimbangan, keserasian dan keselarasarg batiap materi muatan
Perda harus mencerminkan keseimbangan, keseramiakedelarasan antara

kepentingan individu dan masyarakat dengan kepgamibangsa dan negara.

asas lain sesuai substansi Perda yang bersandié#an.

Selain asas dan materi muatan di atas, DPRD darerftgah Daerah

dalam menetapkan Perda harus mempertimbangkan duglanglokal /daerah,

sehingga mempunyai daya saing dalam pertumbuhamekadan kesejahteraan

masyarakat daerahnya. Prinsip dalam menetapkarapatach Asli Daerah (PAD)

142pasal 138 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembent®aerah.
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dalam menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanjaalbd@&PBD) adalah
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masgaraielalui mekanisme
APBD, namun demikian untuk mencapai tujuan kemalamuwtan kesejahteraan
masyarakat daerah bukan hanya melalui mekanisraebigr tetapi juga dengan
meningkatkan daya saing dengan memperhatikan potdgss keunggulan
lokal/daerah, memberikan insentif (kemudahan dalaenijinan, mengurangi
beban Pajak Daerah), sehingga dunia usaha dapautucen berkembang di
daerahnya dan memberikan peluang menampung teresigadan meningkatkan
PDRB masyarakat daerahnyldamun kenyataan pada prakteknya sangat jauh
berbeda dan berlaku sebaliknya. Dalam rangka meand®\D semata, perda-
perda yang dibuat cenderung menyalahi asas penkaenperaturan perundang-
undangan dan asas materi muatan perda, sehinggaiknkenermasalahan yang
berdampak pada tidak tumbuh dan berkembangnya dsaiza di daerah, karena
tidak ada investor yang mau menginvestasikan mgdaln Adapun dalam
penelitian ini penulis mengklasifikasikan keberntalsan perda, dengan
klasifikasi sebagai berikut :

c. Peraturan Daerah (Perda) Yang Bertentangan Dengan dfaturan Yang
Lebih Tinggi

Seperti diketahui suatu peraturan daerah (selaguttiringkas perda)
adalah peraturan perundang-undangan yang dibentek BDPRD dengan
persetujuan bersama Kepala Daergilld Pasal 1 angka 7 UU No. 10/2Q004
Melalui amandemen UUD 1945 yang kedua, perda mextklap landasan
konstitusionalnya di dalam konstitusi yang kebessiga digunakan untuk
melaksanakan otonomi dan tugas pembantwae (Pasal 18 ayat (6) UUD
1945. Selanjutnya Pasal 12 UU No. 10/2004 menggariskateri muatan perda
adalah seluruh materi muatan dalam rangka: a] pemygaraan otonomi dan
tugas pembantuan; b] menampung kondisi khusus liaseata c] penjabaran
lebih lanjut peraturan perundang-undangan yandlébggi. Dari segi materi
muatan, perda adalah peraturan yang paling banysiamggung beban. Sebagai
peraturan terendah dalam hierarki peraturan pengidadangan, perda secara

teoritik memiliki tingkat fleksibilitas yang sempdarena tidak boleh menyimpang
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dari sekat-sekat peraturan nasional yang ratusaafuya. Dalam pendekatan
Stufenbau des Rechstifenbau teoyiyang diajarkan Hans Kelsen, hukum positif
(peraturan) dikonstruksi berjenjang dan berlappslaperaturan yang rendah
bersumber dari dan tidak boleh bertentangan depgeaturan yang lebih tinggi
demikian seterusnya sampai pada suatu norma ydak diapat ditelusuri lebih
lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu nandasar(Grundnorm) Teori
tersebutlah kemudian dalam ilmu hukum turun mergads fex superior derogat
legis inferiori.” Peraturan perundang-undangan yang lebih rendahu sela
melaksanakan apa yang ditentukan oleh peraturanng@ng-undangan yang
lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yangh lebndah tidak boleh
menyimpang atau mengesampingkan atau bertentangegam peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Pada kenyataannya dilapangan dengan anggapan sdidehnikan
kewenangan oleh undang-undang otonomi daerah bg®yakrintah daerah yang
membuat perda cenderung bertentangan dengan perdebih tinggi, bahkan
materi muatan perda yang dibuat sudah tidak sésgiadengan apa yang sudah
digariskan dalam Pasal 12 UU No. 10/2004. Adapuntadecontoh perdanya
adalah sebagai berikut :

a) Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 35 T&00i tentang
Retribusi Pengelolaan Usaha Distribusi Bahan Bakiawyak di Daerah.
Kebermasalahan dari Perda ini adalah sebagai bellahwa sesuai Pasal
23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22uma2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi, Pasal 2 Peraturan Pemerintatmdd 36 Tahun
2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan GasBuwan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagiansadr
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Dderafinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, menyatakanegbpbmberian izin
usaha pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas lyamy terdiri dari
kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpaa& niaga
merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

b) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2002ang Pajak

Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Wakedrri{asalahan dari
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perda ini adalah sebagai berikut : bahwa pengenpajak atas

pengambilan sarang burung sriti dan/atau walet &ngptindih dengan
pungutan pusat. Terhadap pengambilan sarang bwraieg di luar habitat

alami merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai (PB&hagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tent®ajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjuhs Barang
Mewah sebagaimana beberapa kali diubah terakhigaerUndang-

Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambiliiai Barang

dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewahpelagambilan

sarang burung walet di habitat alami merupakan feaaan Negara
Bukan Pajak (PNBP).

Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 20nan02 Tentang
Pungutan Atas Penerbitan Hak Badan Hukum Koper&sina

Pembangunan Daerah Kerja Koperasi dan Jasa Pemydhana Bergulir

kepada Koperasi, Kelompok Masyarakat, Pengusah# #&@&t Menengah.

Kebermasalahan dari perda ini adalah sebagai lberikl) Pendirian,

pengesahan dan persetujuan koperasi merupakan &egamnpusat sesuai
Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentamioperasian,

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentamgy®w=atan dan Tata
Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan AamgBDassar Koperasi
dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tgnRembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintaharah Provinsi

dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;(ii) Peasgeipungutan atas
dana pembangunan daerah kerja dan penyaluran dagalib kepada

koperasi, kelompok masyarakat dan pengusaha kemilengah bersifat
pajak dan tidak memenuhi kriteria Pajak Daerah g&ibzana diatur dalam
Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 26fitang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 199@nte Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah ; (iii) Pemerintahef@h dilarang

melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diyjaag ditetapkan

dalam Undang-Undang, yaitu pajak daerah dan rafridaerah sesuai
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Pasal 158 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomora&im 2004 tentang

Pemerintahan Daerah.

d. Peraturan Daerah (Perda) Yang Tidak Sesuai Dengan fdlang-undang
Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
Sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Nomor 25 T20ihtentang
Penanaman Modal, secara tegas penyelenggaraan apegranmodal di
Indonesia didasarkan atas asas-asas : kepastiammhuykketerbukaan ;
akuntabilitas ; perlakuan yang sama dan tidak mealen asal negara ;
kebersamaan ; efisiensi berkeadilan ; berkelanjubsmwawasan lingkungan ;
kemandirian dan keseimbangan kemajuan dan kesak@momi nasional.
Adapun yang menjadi tujuan dari penyelenggaraaampEman modal adalah
untuk :
a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
b) Menciptakan lapangan kerja ;
c) Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan ;
d) Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usahanasio
e) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologonasi
Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentagprRman
Modal, juga mengatur tujuan pemerintah menetapledijdkan dasar penanaman
modal adalah untuk mendorong terciptanya iklim asahsional yang kondusif
bagi penanaman modal untuk penguatan daya saimegtgrermian nasional dan
mempercepat peningkatan penanaman modal. Didalanetapkan kebijakan
dasar penanaman modal dijelaskan bahwa pemerinéamhberi perlakuan yang
sama bagi penanaman modal dalam negeri dan penarmaogal asing dengan
tetap memperhatikan kepentingan nasional, pemarijoga menjamin kepastian
hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusahpenagaman modal sejak
proses pengurusan perizinan sampai dengan bergiihkegiatan penanaman
modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundatapgan yang berlaku dan
membuka kesempatan bagi perkembangan dan membeekiamdungan kepada

usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
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Kepastian hukum dalam penanaman modal merupakan $@h yang
sangat penting selain dari faktor-faktor lainnydada kegiatan investasi di
Indonesia. Investor membutuhkan adanya kepastifmnhudalam menjalankan
usahanya. Artinya, bagi para investor butuh ada séuran yang menjadi

pegangan dalam melakukan kegiatan investasiftydDalam era otonomi daerah
ini, aparat pemerintah daerah seharusnya mempahatisas kepastian hukum
dalam kegiatan penanaman modal sesuai dengan Uundaagg Nomor 25

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sehingga skgjailakan dan tindakan

yang dibuat oleh pemerintah daerah dapat membeki&antungan bagi investor
itu sendiri dan tentunya dapat meningkatkan pertmabh ekonomi dan

pembangunan di daerah tersebut. Secara nalar nemélasarkan uraian di atas,
dapat dijelaskan bahwa perda yang tidak sesuai amengndang-undang
penanaman modal adalah secara general perda yaeg maatannya dan tehnik
pembuatannya bertentangan dengan asas-asas penamaaal, secara khusus
pada pelaksanaannya perda tersebut pada akhidajanendorong terciptanya
iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanamadandan mempercepat
peningkatan penanaman modal sebagaimana dimaksaih ¢esal 4 Undang-

undangan penanaman modal. Adapun contoh perdabgatentangan atau tidak
sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 20@htepenanaman modal
adalah sebagai berikut :

a) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 39 Tahuwil 28ntang
Retribusi Izin Usaha Industri. Kebermasalahan dafserda ini adalah
bahwa dalam acuan yuridis perda tersebut menggnndkdang-undang
yang lama seperti UU Nomor 1 Tahun 1967 Tentangaf@man Modal
Asing dan Undang - undang Nomor 6 Tahun 1968 TenR&nanaman
Modal Dalam Negeri, Undang - undang Nomor 1 Tah@851Tentang
Perseroan Terbatas. Padahal Undang-undang tesadah tidak berlaku
lagi. Dalam pasal 4 (2) perda tersebut mengatutatgnizin Usaha
Industri dan izin perluasan untuk perusahaan PemamaViodal Asing
(PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masdakunya
disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun d867Undang-

143 sentosa Sembiringdukum InvestasiBandung : Nuansa Aulia, 2007, hal. 37.
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undang Nomor 6 Tahun 1963, serta peraturan pelaksadainnya.
Seharusnya perda tersebut dapat direvisi dengaiganerpada Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

b) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 40 Tahuil 26ntang
Retribusi I1zin Usaha Perdagangan. Kebermasalalvaia p@ sama dengan
Perda Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 39 Tahun 20Q&rtg Retribusi
Izin Usaha Industri yakni acuan yuridis UU penanammendal yang sudah
tidak berlaku lagi.

c) Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli No. 25 Th. 2@@dtang Pajak
Komoditi. Dalam peraturan ini Komoditi yang akanpelidagangkan
keluar daerah dikenakan tariff 5% s.d. 10% per miaibik/ton dari harga
jual yang berlaku di daerah untuk Komoditi Hasilhkieanan. Pengenaan
pajak oleh tingkat pemerintah yang lebih rendahjafpalaerah) atas
barang/jasa yang diperdagangkan akan merintang awmber daya
ekonomi antar daerah dan kegiatan ekspor impor.itiabertentangan
dengan pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2007, perda tetrsdb atas
bertentangan dengan tujuan kebijakan dasar penanamoaal yakni :
kebijakan seharusnya dibuat untuk mendorong teucya iklim usaha
nasional yang kondusif bagi penanaman modal unekggpatan daya
saing perekonomian nasional dan mempercepat patagkpenanaman
modal.

e. Peraturan Daerah (Perda) Yang Tidak Jelas Dan Menirbulkan Biaya

Ekonomi Tinggi
Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor AnT2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, matestamuPerda adalah
seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaramaomi daerah dan tugas
pembantuan dan menampung kondisi khusus daerahpfabaran lebih lanjut
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggadgg@mana telah dijelaskan di
atas hendaknya materi muatan suatu perda, merhidikhal sebagai berikut :
kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukeatyran perundang undangan
harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dickpsesuaian antara jenis

dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peratperundang-undangan
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harus benar-benar memperhatikan materi muatan \epgt dengan jenis
peraturan perundang-undangan, kejelasan rumusait wetiap peraturan
perundang-undangan harus memenuhi persyaratars fggnyusunan, sistematika
dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasaummmya jelas dan mudah
dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai mmacdaterpretasi dalam
pelaksanaannya. Di samping itu materi muatan Head#s mengandung asas-asas
sebagaimana disebutkan di atas.

Kondisi ketidakjelasan materi muatan perda yangktithemenuhi asas-
asas pembuatan peraturan perundang-undangan dsiasasamateri muatan,
mengakibatkan perda tersebut Tidak dapat secakaifefdilaksanakan, seperti
diketahui setiap pembentukan peraturan perundangdangan harus
memperhatikan efektifitas peraturan perundang-ugaantersebut di dalam
masyarakat, baik secara filosofis, yuridis mauposiaogis. Lebih jauh kondisi
ketidakjelasan materi muatan perda yang tidak meiieasas-asas pembuatan
peraturan perundang-undangan dan asas-asas matat@mmdapat berdampak
pada keabsahan dan keberlakuan dari Perda tersebut.

Dalam penelitian ini terkait dengan investasi, psnmenemukan salah
satu dampak ketidakjelasan dari materi muatan spatda adalah timbulnya
biaya ekonomi tinggi. Salah satu contoh penyebaibulnya biaya ekonomi
tinggi akibat tidak jelasnya suatu perda adalalk&etuatu materi muatan perda
memiliki ketidakjelasan dalam hal prosedur, rinctanf dan persyaratan yang
dibutuhkan sehubungan dengan perda terkait dengaubgrian ijin suatu usaha.
Ketidakjelasan mengenai prosedur, rincian tarif darsyaratan yang dibutuhkan
didalam pemberian izin suatu usaha, ternyata markab biaya ekonomi tinggi
bagi pengusaha (calon pengusaha), karena padanygkiietidakjelasan tersebut
menimbulkan multi interprestasi dari aparat dalahpgemberian izin,

Ketidakjelasan pengaturan dalam peraturan daeragenai objek perda,
prosedur, syarat, waktu serta biaya yang diperlukank mengurus izin usaha,
mengakibatkan para aparatur pemerintah daerah gesmggurus permasalahan
izin usaha dapat bertindak semena-mena terhadaplahagerizinan. Keadaan
seperti ini mengakibatkan kesempatan pula bagesyrapemerintah daerah untuk

mendapatkan keuntungan dengan melakukan ‘calo loagi pelaku usaha yang
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ingin cepat mendapatkan izin usaha. Lebih dari 45e%ponden menyatakan
bahwa peran oknum pegawai dalam membantu prosegumsan izin
penting/sangat penting, dan hanya 19,3 % yang m&kema tidak penting.
Otonomi daerah yang diharapkan dapat membuat &ir@rpkrasi perizinan di
daerah lebih efektif, justru semakin memberi pefudagi lahirnya oknum
pegawai instansi yang melakukan komersialisasiattah proses pengurusan
perizinan dengan cara melakukan berbagai pungusan felaku usaha yang
membutuhkan izin usaha. Keberadaan oknum pegawwy parfungsi sebagai
‘calo izin” merupakan faktor utama yang menyebabkaerbaikan sistem

perizinan yang sudah dilakukan beberapa daerah agiekjurang berfungsi

optimal144

Selain dari segi substansi dan aparatur, keberattado izin’ yang
notabene dilakukan oleh aparatur pemerintah daiéwatendiri mengakibatkan
budaya suap menyuap terjadi dilingkungan kegiatamapaman modal. Suap-
menyuap merupakan salah satu bentuk tindakan korkipadaan di atas juga
mengakibatkan terbentuknya budaya hukum yang tdialen dan korupsi. Tidak
adanya kepastian biaya dan waktu mengakibatkark ttdeciptanya budaya
efisiensi waktu dan biaya. Hal ini tentu saja sangarugikan investor dalam
menanamankan modalnya di Indonesia. Padahal motiéstor melakukan
penanaman modal salah satunya adalah untuk mermbperkéuntungan.
Sedangkan, keuntungan yang semaksimal mungkindipsesoleh melalui adanya
efisiensi waktu ataupun biaya dalam penanaman méfigiensi waktu ataupun
biaya dapat tercapai dengan adanya budaya kerg ¢ftsien. Oleh karena itu,
budaya kerja yang mewujudkan efisiensi waktu mekapahal penting dalam
setiap kegiatan penanaman modal. Adanya efisiealsind penanaman modal
yang terbentuk melalui budaya kerja efisien yartgnjiukkan dengan birokrasi
sederhana dan tidak berbelit merupakan hal pedafem penanaman modal. Hal
ini dikarenakan dengan efisiensi dapat menghirntggadinyahigh cost economy
bagi para investor, yang pada akhirnya dapat m&i@p iklim yang kondusif
bagi kegiatan penanaman modal. Selain itu muncubgrdagai pungutan liar
merupakan persoalan utama yang menjadi faktor ridxgafi lingkungan usaha di

144 Adrian Sutedi, Ibid., hal. 184.
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daerah. Banyaknya keluhan tentang hal ini harusrliati karena faktor ini
berpengaruh langsung pada struktur biaya dalamategiusaha. Dominannya
faktor pungutan liar tidak bisa dilepaskan darispafan kurangnya keamanan
berusaha akibat ketidakmampuan aparat pemerinfamdaemberikan jaminan
keamanan. Padahal kondisi yang aman sangat pedélagn kegiatan usaha.
Pungutan liar yang dialami pengusaha sebagian bdaukan oleh pihak-pihak

yang dianggap berkuasa di sekitar lokasi usah&letsdan bisa memberikan

jaminan keamanan bagi kegiatan usahaf{@.Dalam penelitian ini penulis
menemukan beberapa contoh perda yang tidak jel&sj y

a) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 37 Tahun 28@thng Pajak
Hotel. Dalam peraturan terdapat ketidakjelasan meaig pengertian
rumah penginapan karena didalam ketentuan umum ahadigtur
pengertian hotel dan bukannya rumah penginapanahghdrumah
penginapan dan rumah kos dengan 10 (sepuluh) kataarlebih yang
menyediakan fasilitas seperti rumah penginapanjahdabyek pajak,
sehingga menurut saya pengertian rumah penginagpgeilu dijelaskan
secara jelas agar dapat dibedakan dengan rumalHkbsai berarti ada
ketidakjelasan terhadap obyek dari perda.

b) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahurl Z86tang
Retribusi Tanda Daftar Perusahaan. Dalam perdaehetstidak ada
kejelasan tentang tata cara dan syarat-Syarat pemgaPendaftaran
Perusahaan serta tidak dijelaskan kapan batas wakt pasti keluarnya
Tanda Daftar Perusahaan tersebut.

c) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 39 Tahuwi 26ntang
Retribusi Izin Usaha Industri. Kebermasalahan dafsrda ini adalah
tidak ada kejelasan mengenai tata cara permohamansaha industri dan
jangka waktu yang pasti keluarnya izin usaha irmgusttelah persyaratan

diterima secara lengkap dan benar.

145 Modus pungutan liar pun bermacam-macam di tiggrata Misalnya di Kota Surabaya,

ditemukan adanya oknum pegawai kantor pajak yanginia laporan keuangan perusahaan
diaudit ulang, padahal sebelumnya sudah diaudiawapperpajakan. Ketika mengaudit itulah,
mereka meminta sejumlah uang tertentu kepada pehguédrian Sutedi, op.cit., hal. 185.
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Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 40 Tahuwi 26ntang
Retribusi 1zin Usaha Perdagangan. Kebermasalahaa p@ adalah perda
tersebut tidak ada disebutkan jangka waktu kelwBWJP setelah berkas
diterima secara lengkap dan benar oleh Kepala Dinas

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahud 266tang
Pengelolaan Sarang Burung Walet. Dalam peraturgnzin awal dan
retribusi untuk habitat alami berlaku 10 tahun diédean Rp. 500.000,-
dan diluar habitat alami berlaku selamanya dikenakR@. 1.000.000,-.
Sedangkan daftar ulang per tahun dikenakan retrimigk habitat alami
Rp. 250.000,- dan diluar habitat alami Rp. 500,00Berda ini lebih
bersifat regulasi pengelolaan sarang burung wadleik di habitat
alami/buatan, terutama untuk keseimbangan alamnysdpemberian izin
pengelolaan sarang burung wallet baik di habitamg@buatan memang
diperlukan sebagai sarana , pengendalian, pembidaanpengawasan.
Dengan adanya daftar ulang setiap tahun memberaaku usaha dan
tidak sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 3 KsmutuMenteri
Kehutanan Nomor 100/Kpts-11/2003 tentang Pedomangdbaaan
Sarang Burung Walet bahwa Izin pemanfaatan saBunmgng Walet
diberikan minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal ) tahun.

Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli No. 25 Th. 2@@itang Pajak
Komoditi. Dalam peraturan ini Komoditi yang akanpelidagangkan
keluar daerah dikenakan tariff 5% s.d. 10% per maibik/ton dari harga
jual yang berlaku di daerah untuk Komoditi HasilhKieanan. Pengenaan
pajak oleh tingkat pemerintah yang lebih rendahjafpalaerah) atas
barang/jasa yang diperdagangkan akan merintang awmber daya
ekonomi antar daerah dan kegiatan ekspor impora Padsipnya hasil
produksi khususnya hasil perkebunan telah dipergkan dalam
pengenaan PBB sektor perkebunan sehingga tumpatig dengan pajak
Pusat. Sementara itu, komoditi lainnya seperti |hasibrikan telah
dikenakan pajak Pusat (PPN), hal ini mengakibatiable taxation

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas No0.10 Tahun 2eé€ng

Pungutan daerah atas pengangkutan dan atau penkagia keluar daerah
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Kabupaten Kapuas. Kayu bulat dan kayu olahan yaaggkut dan atau
dijual ke luar daerah dikenakan tariff sebagai Kugri: a. kayu bulat
(Merantii Rp.5.000/ M3, Kayu Indah Rp. 9.000/M3), kayu Olahan
(Meranti Rp.7.500/ M3, Kel Kayu Indah Rp. 14.500/M&bermasalahan
dalam perda ini adalah pertama, pengenaan puntgrtaadap setiap hasil
perkebunan keluar daerah tidak seharusnya dikers{zab tidak ada jasa
yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah atlaersehingga
melanggar prinsip dari retribusi. Kedua, kegiatarembawa hasil
perkebunan keluar daerah juga tidak memerlukan qretaian,
pengawasan dari pemerintah daerah (Retribusi péamberin tertentu),
sebab tidak ada aspek kepentingan umum yang pg#induwhgi. Ketiga,
pungutan daerah terhadap pengangkutan hasil per&ebkeluar daerah
kabupaten/kota akan merintangi arus perdagangam daerah, sehingga
melanggar prinsipfree internal trade Keempat, pengenaan pungutan
terhadap kayu bulat dan kayu olahan tumpang tirgéngan objek
pungutan pusat (PPN) sehingga mengakibatkarble taxation

Perda Kota Medan No.8 Tahun 1998 tentang Pajak ifeatan Air
Bawah Tanah dan Air Permukaan dan Perda Kabupaiem& No.2
Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Hrana
direkomendasikan untuk dibatalkan karena berdasakedentuan pada
Pasal 2 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2000, Pajak Pehiam dan
Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan ladalais pajak
Provinsi. Dengan demikian jika diberlakukan sebag#&ajak
Kabupaten/Kota, maka perda tersebut sebagai bempilanggaran
kewenangan.

Peraturan Derah Provinsi Lampung No. 6 Tahun 2@8@ahg Retribusi
Izin Komoditi Keluar Provinsi Lampung. Komoditi ygrdibawa keluar
Propinsi Lampung Tarif sebesar 0,1% sampai 5% ltaga pasar yang
berlaku di wilayah Daerah dan sekitarnya. Pengepaagutan Retribusi
terhadap pengangkutan hasil komoditi keluar Prouiagk seharusnya
dikenakan Retribusi sebab tidak ada jasa yang idéenleh pemerintah

daerah, karena kegiatan pengangkutan hasil konabatitiProv. Lampung
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tidak memerlukan pengendalian, pengawasan dari maate karena

tidak ada aspek kepentingan umum yang perlu ditigdsehingga tidak

layak dikenakan Retribusi perizinan tertentu. Puagudaerah terhadap
pengangkutan hasil komoditi keluar propinsi menatkan ekonomi
biaya tinggi yang dapat merintangi arus keluar rkdmsurang.

Banyaknya perda yang menimbulkdouble taxationdan pelanggaran
terhadap prinsidree internal trademengakibatkan biaya ekonomi tinggi bagi
para pelaku usaha. Hal ini dapat berpengaruh tephdihya operasional dan
biaya produksi dari kegiatan investasi para pelakaha. Jika biaya produksi
sudah tinggi, maka produk mereka tidak dapat begsdengan produk-produk
lainnya. Apabila ini terjadi akan mematikan usaha gara investor karena tidak
akan mendapatkan keuntungan yang diharapkan.

Universitas Indonesia

Peraturan daerah..., Sulastry Masnita, FH Ul, 2010





